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ABSTRAK 

MODEL PERENCANAAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN 
DAERAHDIKABUPATENBULUNGAN 

(Kajian Model Perencanaan Partisipatif Dalam Mengakomodasi Aspirasi 
Masyarakat Pada Musrenbang di Kabupaten Bulungan) ' 

Dedy Hidayat 
dedysyahdan@gmail.com 

Program Pasca Sarjana 
Universitas Terbuka 

Perencanaan partisipatif dalam perencanaan pembangunan daerah adalah salah 
satu model dalam proses perencanan pembangunan, di daerah dalam rangka 
mengakomodasi aspirasi masyarakat. Memaksimalkan aspirasi masyarakat tersebut 
dapat terlihat dari proses perencanaan dan tahapan perencanaan pembangunan yang 
dilakukan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan 
tujuan mendeskripsikan dan menganalisis penerapan model perencanaan 
partisipatif serta tahapan perencanaan partisipatif dalam perencanaan pembangunan 
di Kabupaten Bulungan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan 
teori perencanaan partisipatif dan tahapan perencanaan pembangunan oleh 
Alexander Abe sebagai teori utama, model teori ini menjelaskan bahwa 
perencanaan partisipatif memilki proses dan tahapan tahapan yang saling terkait 
satu dengan yang lain. Hasil Penelitian menunjukan bahwa proses perencanaan 
pembangunan partisipatif di Kabupaten Bulungan melalui 4 proses yakni proses 
politik, teknokratis, partisipati:t: serta top down dan bottom up. Selain ltu terdapat 
tahapan-tahapan dalam perencanaan yakni tahapan penyelidikan, perumusan 
masalah, identifikasi daya dukung, perumusan tujuan, menetapkan Iangkah
langkah rinci dan merancang anggaran. Dalam proses dan tahapan tersebut terlihat 
gambaran bagaimana proses perencanaan dalam mengakomodasi aspirasi 
masyarakat di musrenbang yang dilaksanakan. Kesimpulannya dari proses 
perencanaan terlihat bahwa proses sinergi antara perencanan top down dan botoom 
up lebih mendominas~ namun proses teknokratis, politis dan partisipatif tetap 
mewarnai dalam proses perencanaan tersebut serta dari 6 tahapan yang ada hanya 
3 tahapan yang dominan yakni tahapan penyelidikan, perumusan masalah dan 
identifikasi daya dukung. Adapun saran yaitu membuat sebuah kebijakan untuk 
dapat memaksimalkan aspirasi masyarakat yang terakomodir serta menerapkan 
rancangan model perencanaan partisipatifyang di usulkan. 

Kata Kunci : Perencanaan Pembangunan, Partisipatif, Musrenbang, Akomodasi 
masyarakat. 
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ABSTRACK 

PARTICIPATIVE PLANNING MODEL IN 
REGIONAL DEVELOPMENT IN REGENCY OF BULUNGAN 

Dedy Hidayat 
dedysyahdan@gmail.com 

Graduate Studies Program 
Indonesia Open University 

Participatory planning in regional development planning is one of the models in the 
development planning process in the region in order to accommodate community 
aspirations. Maximizing the aspirations of the community can be seen from the 
planning process and the stages of development planning undertaken. This study 
used descriptive qualitative research with the aim of describing and analyzing the 
application of participatory planning model and participatory planning stages in 
development planning in Bulungan District. In this research, the researcher uses the 
approach of participatory planning theory and development planning stage by 
Alexander Abe as the main theory, this theory model explains that participatory 
planning has process and stage stages which are related to each other. Research 
results show that the process of participatory development planning in Bulungan 
District through 4 processes namely political process, technocratic, participative, 
and top down and bottom up. In addition there are stages in the planning of the 
stages of inquiry, problem formulation, identification of carrying capacity, goal 
formulation, establishing detailed steps and budgeting. In the process and the stage 
is seen a picture of how the planning process in accommodating the aspirations of 
the community in musrenbang implemented. The conclusion of the planning 
process shows that the synergy process between top down and botoom up planning 
is more dominant, but technocratic, political and participatory processes are still 
coloring in the planning process and from 6 stages there are only 3 dominant stages 
namely the investigation stage, problem formulation and identification carrying 
capacity. The suggestion is to make a policy to be able to maximize the aspirations 
of the accomodated people and apply the design of participatory planning models 
proposed. 

Keywords: Development Planning, Participatory, Musrenbang, Community 
accommodation. 
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BABIV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini, peneliti akan mengemukakan hasil-hasil yang diperoleh pada penelitian. Hasil 

penelitian tersebut mencakup, deskripsi objek penelitian, hasil, dan pembahasan. Hasil dan 

pembahasan penelitian terkait dengan fokus penelitian, yaitu tentang Proses Perencanaan 

PartisipatifDalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bulungan (Kajian Model Perencanaan 

Partisipatif Dalam Mengakomodasi Aspirasi Masyarakat Pada Musrenbang di Kabupaten 

Bulungan). Untuk lebihjelasnya mengenai hasil penelitian dan pembahasan dapat dilihat pada 

uraian berikut. 

1. Gambaran Umum KondisiDaerah 

Gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana tennuat dalam Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 yakni: 

I 
I 

a) Luas dan Batas Wilayah 

Kabupaten Bulungan merupakan kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan 
I 

Utara, mempunyai luas 18.010,50 km2. Secara geografis terletak antara 116°04'41" 

sampai dengan 117°57'56" Bujur Timur dan 2°09'19" sampai dengan 3°34'49" Lintang 

Utara. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 Tentang 

Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur, malca Luas 

Kabupaten Bulungan berkurangmenjadi tersisa 13.181,92 km2. 
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Adapun batas-batas Kabupaten Bulungan; Sebelah Utara dengan Kabupaten Tana 

Tidung dan Kabupaten Nunukan, Sebelah Timur dengan Laut Sulawesi dan Kota 

Tarakan, Sebelah Selatan dengan Kabupaten Berau dan Sebelah Barat dengan Kabupaten 

Malinau. 

Kondisi Kabupaten Bulungan memiliki beberapa pulau, yang dialiri puluhan sungai 

besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbukit-bukit, bergunung

gunung dengan tebing terjal dan kemiringan yang tajam. Adapun pulau yang terluas 

adalah Pulau Mandul di Kecamatan Bunyu (38.737,413 ha) dan sungai yang terpanjang 

adalah Sungai Kayan (576 km: termasukyang berada di wilayah Kabupaten Malinau dan 

Kabupaten Tana Tidung) sedangkan gunung yang tertinggi adalah Gunung Kundas yang 

berada di Kecamatan Peso dengan ketinggian 1.670 m. 

Letak wilayah administrasi berbatasan dengan : 

)> sebelah Utara 

)> sebelah Timur 

)> sebelah Selatan 

)> sebelah Barat 

Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan, 

Kota Tarakan dan Laut Sulawesi, 

: Kabupaten Berau, dan 

: Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung. 

Kabupaten Bulungan terbagi menjadi sepuluh (10) wilayah kecamatan sebagai 

berikut: 

1. Kecamatan Tanjung Selor terdapat 6 Desa dan 3 Kelurahan; 

2. Kecamatan Tanjung Palas terdapat 5 Desa dan 4 Kelurahan; 

3. Kecamatan Tanjung Palas Utara terdapat 6 Desa; 

4. Kecamatan Tanjung Palas Tengah terdapat 3 Desa; 
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5. Kecamatan Tanjung Palas Timur terdapat 8 Desa; 

6. Kecamatan Tanjung Palas Barat terdapat 5 Desa; 

7. Kecamatan Peso terdapat 10 Desa; 

8. Kecamatan Peso Hilir terdapat 6 Desa; 

9. Kecamatan Sekatak terdapat 22 Desa; 

10. Kecamatan Bunyu terdapat 3 Desa. 

Selain terletak di daratan Pulau Kalimantan, wilayah Kabupaten Bulungan 

memiliki 201 pulau besar dan kecil. Semua pulau telah mempunyai koordinat titik 

lokasi, namun hanya 101 pulau yang telah mempunyai nama dan sisanya 100 pulau lagi 

belum mempunyai nama. Pulau terbesar adalah Pulau Mandul dengan luas sekitar 

38.737,413 ha. Wilayah Kabupaten Bulunganjuga memiliki 15 buah gunung, dengan 

gunung tertinggi adalah Gunung Kundas (1.670 m) yang terletak di Kecamatan Peso. 

b) Tema Pembangunan Tahun2017 

Berdasarkan kemajuan yang dicapai dalam tahun 2015 dan perkiraan tahun 

2016, serta permasalahan dan tantangan, serta isu strategis yang akan dihadapi pada 

tahun 2017, maka tema pembangunan Kabupaten Bulungan untuk Tahun 2017 adalah 

"Menciptakan Masyarakat Sejahtera Melalui Perwujudan Kabupaten Bulungan 

Sebagai Lumbung Pangan dan Energi ". 

Di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Keija 

Pemerintah Daerah ini, terdapat 6 ( enam) prinsip-prinsip pengarusutamaan yang akan 

menjadi landasan operasional bagi aparatur pemerintah daerah, yaitu : 
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1. Pengarusutamaan Partisipasi Masyarakat. Pelaksanaan berbagai kegiatan 

pembangunan harus mempertimbangkan partisipasi masyarakat dalam arti yang 

lebih luas. Jajaran pengelola kegiatan pembangunan dituntut peka terhadap aspirasi 

masyarakat. Dengan demikian akan tumbuh rasa memiliki yang pada gilirannya 

mendorong masyarakat berpartisipasi aktif. 

2. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan 

adalah proses pembangunan yang bermanfaat, tidak hanya bermanfaat untuk generasi 

sekarang, tetapi juga dapat mendukung keberlanjutan pembangunan generasi 

berikutnya. Prinsip pembangunan berkelanjutan mencakup tiga tiang utama 

pembangunan yaitu ekonomi, sosial, dan Iingkungan yang saling menunjang dan 

terkait. Lingkungan hidup yang lestari merupakan modal dasar pembangunan untuk 

mencapai kesejahteraan dan kualitas hidup yang tinggi bagi masyarakat. Pelaksanaan 

pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berlanjut mutlak harus 

mempertimbangkan upaya pelestarian sumber daya alam dan daya dukung 

lingkungannya. Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata 

ruang dan tidak memperhitungkan dampak terhadap lingkungan, serta eksploitasi 

sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan akan menurunkan tingkat 

kesejahteraan saat ini dan generasi yang akandatang. 

Untuk itu, pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan pada kegiatan-kegiatan 

pembangunan, termasuk upaya yang mendukung terhadap antisipasi mitigasi 

adaptasi terhadap perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana perlu 

diintegrasikan kedalam kegiatan prioritas pembangunan terutama pada sektor -

43265.pdf



103 

sektor pembangunan yang terkait. 

3. Pengarusutamaan Gender. Pengarusutamaan gender dalam pembangunan gender 

adalah strategi yang digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki

laki dan perempuan dalam mengakses dan mendapatkan manfaat pembangunan, serta 

meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses pembangunan. engarusutamaan 

gender (PUG) dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender kedalam proses 

pembangunan di setiap bidang. Penerapan pengarusutamaan gender akan 

menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan 

yang lebih adil dan merata bagi seluruh masyarakat baik laki-laki maupun perempuan. 

Dengan demikian, diharapkan bahwa pengintegrasian gender kedalam siklus 

perencanaan dan penganggaran akan membuat pengalokasian sumber daya 

pembangunan menjadi lebih efektif dan adil dalam memberi manfaat kepada laki-laki 

dan perempuan. 

4. Pengarusutamaan Pengelolaan yang Baik (Good Governance). Tata 

kepemerintahan yang baik melibatkan tiga pilar yaitu penyelenggara Negara, 

termasuk pemerintah dan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Ketiga 

unsur tersebut harus bersinergi untuk pembangunan tata pemerintahan yang baik di 

lingkup kelembagaan perangkat daerah, dunia usaha dan berbagai kegiatan 

masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik secara 

konsisten dan berkelanjutan ak:an menyelesaikan berbagai masalah secara efisien dan 

efektif serta mendorong percepatan keberhasilan pembangunan diberbagai bidang. 
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5. Pengarusutamaan Pengurangan Kesenjangan Pembangunan Antar 

Wilayah/Desa dan Percepatan Pembangunan Wilayah/Desa Tertinggal. 

Pelaksanaan pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten 

Bulungan secara merata. Oleh karena masih adanya perbedaan pembangunan antara 

wilayah!Desa yang sudah relatif maju dengan wilayah!Desa yang relatif tertinggal, 

maka diperlukan keberpihakan dalam berbagai aspek pembangunan oleh seluruh 

sektor terkait secara terpadu untuk percepatan pembangunan pada wilayah

wilayahldesa-desa tertinggal yang sekaligus dalam rangka mengurangi kesenjangan 

pembangunan antar wilayah. 

6. Pengarusutamaan Pembelajaran, Pemberdayaan, dan Padat Karya. 

Program ini mempunyai sasaran multidimensi yang pada intinya meningkatkan peran 

dan partisipasi masyarakat terutama penduduk miskin dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, pengawasan hingga pemanfaatannya. Program ini 

bersifat produktif yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah pengangguran, 

setengah penganggur, dan masalah kemiskinan sementara (transient poverty). 

Melalui program ini mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang memberikan 

penghasilan (income generating). Lapangan pekeijaan produktif dalam skema ini 

adalah pekerjaan manual dibidang pembangunan prasarana di pedesaan seperti jalan, 

jembatan, fasilitas air bersih, fasilitas sanitasi, dan lain-lain. 
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c) Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2017 

Tahapan Pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang di Kabupaten Bulungan 

dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas dan urgensi 

pembangunan. Sesuai dengan Visi dan Misi yang telah dicanangkan, maka tahapan 

pembangunan dilakukan dalam tahapan 5 (lima) tahunan, sekaligus menjadi Rencana 

agenda Pembangunan J angka Menengah (RP JM) Daerah. Secara keseluruhan tahapan 

dalam RP JP ini menggambarkan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan selama 

kurun waktu 20 ( dua puluh) tahun yang terdiri dari RP JM Pertama dimulai dari tahun 

2005- 2010, RPJM Kedua dimulai dari tahun 2010- 2015, RPJM Ketiga dimulai 

dari tahun 2015 - 2020 dan RP JM Keempat dimulai dari tahun 2020 - 2025. 

Secara umum permasalahan yang sangat mendesak merupakan skala prioritas 

yang utama dalam pemecahan masalah dalam skala pelaksanaan pembangunan, 

sehingga memerlukan penanganan yang lebih strategis. Hal ini berkaitan dengan 

distribusi penduduk dalam area yang sangat luas dan terkonsentrasi di pedesaan dan 

kecamatan yang secara keseluruhan memerlukan peningkatan kualitas sumberdaya 

manusia (SDM), dan salah satu bagian yang terpenting adalah melalui peningkatan 

kualitas pendidikan. 

Selanjutnya pergerakan ekonomi utama di Kabupaten Bulungan kondisi saat ini 

adalah dari hasil pengelolaan hasil hutan, serta pengelolaan migas dan pertambangan 

yang merupakan sumberdaya yang tidak terbarukan. Dalamjangka panjang pengelolaan 

basil hutan, migas dan pertambangan sangat mempengaruhi struktur ekonomi, sehingga 
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diperlukan perubahan struktur dasar ekonomi yang lebih mengandalkan agribisnis dan· 

industri pengolahan berbasis bahan terbarukan dengan didukung sumberdaya manusia 

yang handal, sekaligus memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang tinggi. 

Berbagai hal yang diperlukan untuk menjamin kondisi daerah yang selalu kondusif dan 

diminati oleh investor adalah peningkatan iklim investasi daerah, kepastian hukum, 

peningkatan partisipasi masyarakat dan berbagai deregulasi. Untuk menunjang keadaan 

tersebut tentu diperlukan berbagai sarana dan prasar~ma yang memadai diantaranya 

adalah melalui penyediaan infrastruktur berupa transportasi darat, laut/sungai dan udara, 

serta energi listrik yang dapat memasok kebutuhan pengembangan Daerah, Kecamatan 

dan Pedesaan serta sentra ekonomi. 

Pennasalahan lain yang memerlukan penanganan segera adalah Wilayah 

tertinggal dan Kemiskinan, khususnya untuk mengejar ketertinggalan dan penurunan 

kemiskinan dibandingkan dengan daerah lain, disamping itu penataan ruang yang 

dilaksanakan secara konsisten terutama dalam meningkatkan pemerataan pembangunan 

yang disertai dengan penanganan masalah lingkunganhidup. 

Terkait dengan kebutuhan akan peningkatan pelayanan masyarakat dan 

mendorong kemandirian wilayah, serta optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam 

(SDA) dan sumberdaya manusia (SDM) yang lebih optimal, serta peningkatan efisiensi 

dan efektivitas pelayanan pemerintah pada masyarakat maka perlu pengkajian lebih lanjut 

tentang kemungkinan dilakuk:annya pemekaran wilayah Kecaniatan di kabupaten 

Bulungan. Pelaksanaan pemekaran · wilayah Kecamatan harus diimbangi dengan 

semangat peningkatan kinerja pembangunan berbasis keseimbangan wilayah. 
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Tahun 2017 merupakan tahun pelaksanaan RPJMD ketiga (2015-2020). Prioritas 

pembangunan daerah dalam RKPD tahun 2017 di sam ping tetap mengacu pada RP JPD 

2005-2025, juga merupakan hasil harmonisasi yang mendukung dan mengakomodir 

isu strategis serta kesepakatan hasil Musrenbang dari tingkat kabupaten, provinsi hingga 

kesepakatan nasional. 

Mengacu pada RPJPD 2005-2025, sesuai dengan visi pembangunan jangka 

menengah, yaitu adalah " Kabupaten Bulungan Sebagai Pusat Perekonomian Yang 

Unggul Dalam Bidang Agroindustri Serta Didukung Oleh Sumber Daya Manusia Yang 

Tangguh". 

Pembangunan pada seluruh bidang yang dilakukan dengan konsisten selama 2 

(dua) periode sebelumnya menunjukkan pemantapan pemerataan pembangunan yang 

telah dirasakan masyarakat. Pada tahap Periode ketiga konsentrasi pembangunan lebih 

mengarah pada Kualitas sumberdaya manusia semakin meningkat sehingga sumberdaya 

manusia di daerah setara dengan sumberdaya manusia daerah lain (nasional), 

ketergantungan ekonomi pada sumberdaya alam yang tidak terbarukan semakin 

berkurang dan pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan semakin berkembang 

serta struktur ekonomi semakin mantap. 

Pembangunan prasarana dan sarana dasar telah mencapai ke seluruh wilayah 

pedesaan sehingga pelaksanaan pemerintahan berjalan semakin efektif, efisien dan 

transparan. 

Penataan ruang menjadi acuan pokok pembangunan wilayah yang diikuti dengan 

peningkatan kualitas lingkungan secara global semakin mantap. 
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d) Pembiayaan Pembangunan 

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2017, maka pemerintah 

daerah membutuhkan pembiayaan yang sangat besar, yang tentunya selain dari 

pemerintah, juga diharapkan dari sumber-sumber investasi swasta. Kemampuan PAD 

dalam pelaksanaan pembangunan selama ini memang terlalu kecil, sehingga pembiayaan 

pembangunan masih bertumpu pada sumber-sumber pembiayaan dari pemerintah dan 

provms1. 

Jika memperhatikan kemampuan pembiayaan pembangunan dalam APBD 

beberapa tahun terakhir, program dan kegiatan yang telah disepakati dalam Musrenbang 

Kabupaten tersebut dipastikan tidak akan terwujud secara keseluruhan (hanya sekitar 

50%) saja, mengingat kemampuan pembiayaan yang sangat terbatas tersebut. Dalam 

rangka pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan 

pembangunan nasional, maka untuk program dan kegiatan prioritas yang tidak 

tertampung dalam APBD tahun 2016 akan diarahkan dan diusulkan melalui program dan 

kegiatan sektoral dalam APBN maupun APBD Provinsi Kalimantan Utara. 

Sumber-sumber pendanaan pembangunan Daerah untuk tahun 2017 diperkirakan 

terdiri dari : 

1. Dana Perimbangan 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, dana perimbangan 

adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada 
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daerah untuk mendanai kebuttihan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Dana perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi 

Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (OAK) merupakan pendanaan 

pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang 

lain karena masing-masing jenis dana perimbangan tersebut saling mengisi dan 

melengkapi. 

Terhadap rencana pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2017 yang 

sebagian besar pendanaannya diharapkan melalui dana perimbangan dan sebagian 

kecilnya melalui pendapatan asli daerah (PAD), maka pemerintah daerah sangat 

berkepentingan untuk memperhatikan arah kebijakan dan besaran pengalokasian 

dana perimbangan baik Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), 

maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). 

Terkait dengan hal tersebut, dalam rangka penetapan program dan kegiatan 

yang menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2017 hams sejalan dengan 

program prioritas nasional sebagaimana (RKP) tahun 2017. 

Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Bagi Hasil: Dana Bagi Hasil (DBH) 

merupakan bagian dari dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang 

dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mengatasi masalah 

ketimpangan vertical antara pusat dan daerah. Sumber-sumber penerimaan Negara 

yang dibagihasilkan yaitu penerimaan dari pajak (pajak penghasilan, pajak bumi dan 

bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan cukai hasil tembakau) 
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dan dana bagi hasil sumber daya alam (minyak bumi, gas alam, pertambangan 

umum, kehutanan dan perikanan). 

Penggunaan DBH tersebut menjadi kewenangan daerah sesuai dengan 

kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di daerah penerima, kecuali 

untuk dana bagi hasil cukai. 

Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU). Dana Alokasi 

Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan 

dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus 

(OAK) dimaksudkan untuk membantu daerah tertentu dalam mendanai kebutuhan 

sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat dalam rangka mendorong percepatan 

pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. 

Alokasi DAK ke daerah ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria sebagai 

berikut: 

a Kriteria Umum. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan 

kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum 

APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. Kemampuan 

keuangan daerah tersebut dihitung berdasarkan Indeks Fiscal Netto (IFN) 

yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 
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h Kriteria Khusus. Kriteria Khusus dirumuskan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus, dan 

karakteristik daerah. 

c Kriteria Teknis. Kriteria Teknis disusun berdasarkan indikator-indikator yang 

dapat menggambarkan kondisi sarana dan prasarana, kinetja pelaksanaan 

kegiatan DAK di daerah, dan insentifbagi daerah yang mengalokasikan dana 

daerah di luar DAK untuk membiayai kegiatan serupa sesuai bidang DAK. 

Kriteria teknis yang ditetapkan oleh menterilk:epala lembaga teknisterkait. 

2. Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi 

Dana Bantuan Keuangan pemerintah provinsi merupakan bantuan yang 

bersifat stimulant yang peruntukannya diarahkan oleh pemerintah provinsi 

dengan memperhatikan usulan dari Kabupaten!Kota. 

Bantuan keuangan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan 

keuangan dan pemerataan bagi Kabupaten/Kota dalam melaksanakan 

pembangunan daerahnya masing-masing. 

3. Pendapatan Asli Daerah 

Pemerintah daerah menyadari sepenuhnya, bahwa pendanaan 

pembangunan daerah selama ini sebagian besar atau hampir 95 persen bersumber 

dari pemerintah maupun provinsi, sementara selebihnya atau sekitar 5 persen saja 

yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun dilihat dari adanya 
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peningkatan realisasi PAD setiap tahunnya (sekalipun kecil), menunjukkan 

kesungguhan untuk mengurangi ketergantungan tersebut . secara bertahap dan 

konsisten. Lemahnya dukungan infrastruktur daerah akibat kurangnya perhatian 

pemerintah di era sebelum otonomi menyebabkan pelayanan masyarakat belum 

dapat optimal sehingga mengakibatkan obyek retribusi dan pajak daerah juga 

rendah. Dalam 

rangka memenuhi tuntutan pembangunan daerah yang terus meningkat dengan 

kondisi pendanaan yang masih terbatas, maka terhadap seluruh komponen 

pendapatan daerah perlu dilakukan upaya-upaya untuk mencapai target terutama 

untuk rencana APBD tahun 2017. 

Pencapaian PAD akan dilakukan antara lain dengan : 

a Penyempurnaan dan penyesuaian terhadap ketentuan atas retribusi dan 

pajak daerah yang sudah tidak sesuai dcngan kondisi sekarang; 

h Pembuatan kebijakan atas obyek retribusi dan pajak daerah barn yang 

tidak memberatkan bagi dunia usaha dan masyarakat; 

c Peningkatan pembangunan yang berpeluang memberikan kontribusi 

terhadap pendapatan daerah; 

d Meningkatkan kesadaran masyarakat wajib retribusi dan pajak daerah 

dalam bentuk pemberian insentif dan sanksi yangtegas; 

e Peningkatan kapasitas dan efisiensi pengelolaan BUMD. 
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2. Hasil Penelitian 

A. Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bulungan 

Perencanaan pembangunan merupakan suatu tahapan awal dalam proses 

pembangunan. Sebagai tahapan awal, perencanaan pembangunan akan menjadi 

bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksanaan pembangunan (action plan). Oleh 

karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif (dapat 

dilaksanakan) dan aplikatif(dapat diterapkan). 

Untuk konsep perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Bulungan yakni : 

"Perencanaan pembangunan daerah merupakan metode atau usaha pemerintah 
daerah dalam mewujudkan visi dan misi dengan mengoptimalkan segenap 
sumber daya yang ada" (wawancara tanggal 04 maret 2017). 

Perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah 

mengacu pada Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan 

pembangunan nasional yang kemudian juga didukung dengan Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dengan ruang Iingkup sebagai 

berikut: 

Tabel4.1 

Perencanaan Nasional dan Perencanaan Daerah. 

Nasional Daerah 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Rencana Pembangunan Jangka 
Nasional (RPJPN) Pa~ang Daerah (RPJPD) 

~~--~--~~~~~----~~~~~~--~----~~~~-i 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka 
Nasional (RPJMN) Menengah Daerah (RPJMD) 
Rencana Strategis Kementerian!Lembaga Rencana Strategis Satuan Keija 
(RenstraKJL~~)----~--~--~------~~~e_r_an~g~k_a~t~D~a~er~a~h~~--en~s_tr~a_S=KP __ D~)~ 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Keija Pemerintah Daerah 

(RKPD) 
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Rencana Kerja Satuan Kerja 
Perangkat Daerah (Renja SKPD) 

Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari perencanaan 

pembangunan nasional yang memiliki hubungan dan sating bersinergi antar dokumen 

perencanaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Bappeda Kabupaten 

Bulungan yakni : 

"Perencanaan di daerah merupakan perencanaan yang tetap mengacu pada 
perencanaan nasional sehingga ada keterkaitan antar dokumen pcrencanaan. Seperti 
dalam siklus perencanaan pembangunan daerah selalu tertuang memperhatikan 
perencanaan nasional " (wawancara tanggal 04 maret 20 17). 

Sebagaimana yang terlihat dalam siklus perencanaan pembangunan, ada 

keterkaitan antara dokurnen perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan 

pembangunan nasional. 

Diperhatikan; 

RPJP Pedoman RPJM 
Daerah Daerah 

Pedoman II Balian 

RKA- Rincian 
KL APBN 

. 
: Diserasi\!.an Melalui 
: Musrenbang . 

RAPBD--+ 

I 
RKA- -SKPD 

APBD 

I 
Rincian 
APBD 
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Proses perencanaan dikelompokkan menjadi 4 bagian menurut permendagri 

nomor 54 Tahun 20 I 0 yakni 

a. Proses Politik 

Dalam proses politik terdapat dua hal yakni kewenangan Kepala Daerah yang 

merupakan pejabat politik yang memimpin suatu daerah serta anggota DPRD 

yang merupakan perwakilan dari masyarakat di daerahnya. 

Kepala Daerah memilikijanji-janji politik yang telah dikemukakannya saat 

kampanye dan ketika terpilih akan teijabar dalam visi dan misi Kepala 

Daerah yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD). 

Perencanaan ini lah yang menjadi dasar dalam perencanaan setiap tahunnya, 

dikarenakan perencanaan ini yang berisi target-target capaian yang ingin 

diperoleh serta berikut program prioritas dan kegiatan yang ingin 

dilaksanakan dalam periode kepemimpinan Kepala Daerah. Dalam RPJMD 

Kabupaten Bulungan 2016-2021, Kepala Daerah telah memiliki visi yakni: 

MEWUJUDKAN KABUPATEN BULUNGAN SEBAGAI PUSAT 

P ANGAN BERBASIS INDUSTRI. 

PUSAT PANGAN BERBASIS INDUSTRI dimaksudkan yakni : 

Sektor pertanian merupakan sektor utama dalam struktur ekonomi Bulungan 

diluar Migas, pengembangan perekonomian berbasis pengelolaan sektor 

pertanian dari hulu ke hilir tentunya menjadi sangat penting dan prioritas. 

Selain itu pembangunan agribisnis akan berdampak langsung terhadap 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi 
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kerakyatan, terutama melalui perannya dalam menciptakan lapangan kerja 

dan pemerataan pendapatan. Bulungan mempunyai berbagai komoditas 

pertanian unggulan yang memiliki daya saing merupakan sumber bahan 

baku yang melimpah yang dapat diolah menjadi bahan jadi atau setengah 

jadi. Hal ini akan menjadikan Bulungan sebagai pusat pangan berbasis 

industry, yang pada akhirnya mendukung pencapaian Bulungan sebagai 

pusat pangan dan pusat perekonomian baik di tingkat provinsi Kalimantan 

Utara maupun tingkat nasional. 

Misi Bupati Bulungan 2016-2021 untuk Bulungan adalah sebagai 

berikut: 

1. Mewujudkan Bulungan sebagai pusat pangan nasional. 

2. Mewujudkan industri berbasis masyarakat yang berdaya saing tinggi. 

3. Meningkatkan aksessibilitas infrastruktur dalam upaya mendorong 

percepatan pembangunan ekonomi rakyat, investasi daerah, wilayah 

pedalaman dan terpencil serta pemerataan pembangunan antar wilayah. 

4. Perriantapali Kualitas SDM melalui pembangunan di Bidang Pendidikan, 

Kesehatan, dan Perluasan Lapangan Pekerjaan serta penerapan teknologi 

maju berbasis agribisnis. 

5. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang tinggi, maju dan sejahtera. 

6. Reformasi birokrasi dan revitalisasi lembaga-lembaga pemerintahan 

menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional serta 

berorientasi pada pelayanan publik. 
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Visi dan misi ini akan tertuang dalam program prioritas pembangunan 

dalam jangka waktu 5 tahun ke depan sebagaimana yang di ungkapkan 

Kepala Bappeda Kab. Bulungan yakni : 

"visi dan misi adalah sebuah janji politik yang digagas oleh Kepala 
Daerah terpilih sesuai dengan masa bakti Kepala Daerah tersebut yang 
akan disusun oleh Bappeda sebagai leading sector perencanaan 
pembangunan daerah". 

Janji Kepala Daerah tersebut di rincikan dengan strategi, arah kebijakan 

umum dan program pembangunan daerah, indikasi rencana program 

prioritas, penetapan indikator kinerja daerah dan pedoman transisi dan 

kaidah pelaksanaan. 

Penyampaian visi dan misi tersebut beserta rinciannya harus sejalan 

dengan dokumen perencanaan lainya sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Kabid. Perencanaan Bappeda Kab. Bulungan yakni: 

"dokumen perencanaan terdiri dari jangka panjang, menengah 
maupun pendek. Dikumen tersebut harus saling bersinergi dan saling 
terkait atu dengan yang lainnya. Konsistensi program harus terjaga 
sehingga capaian yang ingin diraih dapt terwujud" 

Dengan perencanaan ini lah, janji janji politik yang tertuang dalam 

visi misi kepala daerah dapat di implementasikan dalam bentuk program dan 

kegiatan yang nyata yang dikehendaki dalam rangka mensejahterakan 

masyarakat. 

Perencanaan yang dilakukan oleh anggota DPRD yakni melakukan proses 

penjaringan aspirasi masyarakat melalui reses anggota DPRD sesuai dengan 

daerah pemilihannya. Hasil tersebut menjadi dasar dalam pengajuan usulan-
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usulan kegiatan yang akan diperjuangkannya dalam Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah hingga terbitnya RAPBD Kabupaten Bulungan. 

Sebagaimana yang dinyatakan salah satu anggota DPRD/Ketua Komisi 

II dari Partai PKS : 

"Reses adalah sebagai alat kami dalam menJarmg usulan-usulan 
masyarakat sesuai dapil kami sebagai bentuk komitmen kami kepada 
konstituen kami dalam memperjuangkan usulan tersebut hingga menjadi 
anggaran". 

Sebagai bentuk pengawalan usulan kegiatan tersebut, biasanya anggota DPRD 

akan turut serta hadir dalam kegiatan musrenbang yang di adakan oleh 

Pemerintah Daerah. Biasanya hadir pada saat musrenbang kecamatan hingga 

musrenbang kabupaten. Sebagaimana yang disampaikan Ketua DPRD Kab. 

Bulungan dari Golkar bahwa: 

"Kehadiran angota DPRD sebagai bentuk tanggung jawab terhadap 
konstituen sesuai dengan dapilnya masing masing dan rnendengar secara 
langsung permasalahan-permasalahan yang ada di daerah tersebut". 

Dari hasil observasi yang dilakukan, hadir anggota DPRD di 3 

kecamatan yang rnerupakan objek dari peneliti. Bahkan bukan hanya dari 

anggota DPRD Kabupaten saja, anggota DPRD Provinsi pun turut hadir pada 

saat acara rnusrenbang tersebut. Sebagaimana di Kecarnatan Bunyu hadir pada 

saat itu anggota DPRD dari Provinsi. 

Usulan-usulan kegiatan yang dibawa oleh anggota DPRD akan di 

sinergikan dengan usulan-usulan hasil musrenbang sehingga rnenjadi satu 

kesatuan yang nantinya akan di musyawarahkan dalam rnusrenbang tingkat 

kabupaten. Sebagaimana disarnpaikan Kepala Bidang Perencanaan Bappeda 

Kab. Bulungan yakni : 
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"Usulan kegiatan DPRD yang terangkum dalam Pokok-pokok pikiran 
DPRD akan menjadi usulan kegiatan prioritas yang ada di daerah 
bersama dengan hasil musrenbang di tingkat kecamatan dan nantinya 
akan tertuang dalam RKPD Kabupaten" 

Dari hasil studi dokumentasi yang dilakukan usulan usulan kegiatan 

dari anggota DPRD ini relative tidak banyak dan cenderung lebih kepada 

kegiatan yang bersifat fisik seperti semenisasi jalan, drainase, bantuan hibah 

dan lain sebagainya. Usulan kegiatan tersebut lebih menyasar kepada 

konstituen yang ada. 

Tabel4.2 

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bulungan Kecamatan Tanjung Selor : 

ASPIRASI 
LOKASI SKPD 

KETERANGAN KONSTITUEN TEKNIS 
Pelebaran bahujalan Cik di Tiro RW 2 DPU -

Kelurahan Tanjung 
SelorHulu 
Kecamatan Tanjung 
Selor 

Semenisasi jalan/gang Cik di Tiro RW 2 DPU -
Kelurahan Tanjung 
Selor Hulu 
Kecamatan Tanjung 
Selor 

Penyediaan tempat Cik di Tiro RW 2 DKPP Penambahan tempat 
pembuangan sampah Kelurahan Tanjung pembuangan sampah. 
sementara Selor Hulu 

Kecamatan Tanjung 
Selor 

Sumber : Bappeda Kab. Bulungan 

Tabel4.3 

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bulungan Kecamatan Tanjung Palas Barat : 

NO 
ASPIRASI 

LOKASI 
SKPD 

KETERANGAN 
KONSTITUEN TEKNIS 

01. Pengadaan cetak sawah DesaMaral Dinas 
Kecamatan Tanjung Pertanian 
Palas Barat 

02. Peningkatan pelayanan Desa Mara I Din as 
kesehatan Kesehatan 
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04. 

05. 

NO 

01. 

02. 

03. 

Kecamatan Tanjung 
Palas Barat 

Rehap beberapa rumah Desa Mara Hilir 
badah Kecamatan Tanjung 

Palas Barat 
Pembangunan sheet pile Desa Mara Hilirl 

Kecamatan Tanjung 
Palas Barat 

Pembangunan pelabuhan Desa Mara Hilir 
umum Kecamatan Tanjung 

Palas Barat 
Sumber : Bappeda Kab. Bulungan 

Tabel4.4 
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DPU 

DPU 

DPU 

Pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Bulungan Kecamatan Bunyu : 

ASPIRASI 
LOKASI SKPDTEKNIS KET 

KONSTITUEN 
Pembangunanjembatan, RT3 1. DPU -
pelabuhan speed/kapal dan BunyuBarat 2. Dishubkoinfo 
Pembangunan sheet pile Kecamatan Bunyu 

Perbaikan kapal nelayan RT3 Dinas Kelautan -
BunyuBarat dan Perikanan 
Kecamatan Bunyu 

Penyediaan dokter spesialis RT3 1. Dinas -
kandungan dan penyediaan BunyuBarat Kesehatan 
pengurusan SIM di Kecamatan Bunyu 2. BKD 
kecamatan 3. Kantor Samsat 

Sumber : Bappeda Kab. Bulungan 

Dari beberapa hal tersebut dapat disimpulkan bahwa usulan kegiatan 

dari hasil reses dan keikutsertaan dalam musrenbang yang akan termuat dalam 

pokok-pokok pikiran DPRD lebih mengarah kepada kebutuhan riil konstituen 

dan bersifat fisik. 

b. Proses Teknokratik 

Perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional, atau oleh 

Iembaga/unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan. 
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Khususnya dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga 

perencana. Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah 

menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan 

sasaran pembangunan daerah. Metoda dan kerangka berpikir ilmiah 

merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis 

terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisis, data dan informasi 

yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam proses teknokratik ketersediaan jumlah aparatur perencanaan di 

Bappeda Kabupaten Bulungan juga dapat dilihat sebagai salah satu indicator 

berjalannya proses teknokratik. Dari jumlah pegawai yang ada di Bappeda, 

terdapat 32 orang pegawai bappeda. 

Bappeda Kabupaten Bulungan per 31 Desember 2016 memiliki sumber 

daya aparatur sebanyak 32 (Tiga Puluh Dua) orang yang terdiri dari PNS dan 

CPNS dengan 16 pejabat struktural dan 16 pegawai non strukturaL Menurut 

tingkat pendidikan, komposisi SDM Bappeda Kabupaten Bulungan dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel4.5 

Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Bulungan Menurut Pendidikan, Golongan dan Eselon 

Hingga 31 Desember 2016. 

Sl 20 III 23 III/a 1 

D3 II 4 III/b 4 

SLTA 4 I IV/a 10 
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Rancangan teknokratik memuat kajian secara empirik dan ilmiah terhadap 

kondisi, potensi dan masalah-masalah serta isu strategis yang dihadapai oleh 

Kabupaten Bulungan satu tahun kedepan. Sebagaimana yang disampaikan 

Kepala Bappeda Kab. Bulungan yakni : 

"keselarasaran seluruh dokumen perencanaan ini sangat penting mengingat 
bukan hanya sebagai alat ukur kinerja tetapi juga bagaimana implemetasi 
darijanjijanji Kepala Daerah terhadap masyarakatnya" 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata 

cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah, menyatakan bahwa perencanaan disusun melalui 4 

pendekatan yakni salah satunya adalah perencanaan teknokratik. 

Perencanaan teknokratik ini berdasarkan kepada data dan kajian 

sebagaimana yang diungkapkan Sekretaris Bappeda Kab. Bulungan yakni : 

"Perencanan teknokratik lebih focus pada data dan kajian secara empiric 
dan ilmiah terhadap urusan waj ib dan pilihan sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan pemeritahan dan pelayanan 
publik". 

Konsistensi antara dokumen perencanaan daerah baik yang bersifatjangka. 

paJtiang, menengah maupun tahunan merupakan salah satu keharusan yang 

mutlak dilakukan dalam rangka pembangunan daerah yang berkelanjutan 

sebagaimana yang disampaikan Kabid. Perencanaan pada Bappeda Kab. 

Bulungan yakni : 

"konsistensi antara dokumen jangka panjang (RPJP), jangka menengah 
(RPJMD dan Renstra SKPD), jangka tahunan (RKPD), KUA, PPAS 
hingga APBD diharapkan produk perencanaan hingga penganggaran 
semakin berkualitas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan terutama 
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dalam mengantisipasi audit kinerja yang dilakukan dimulai dari 
perencanaan". 

Proses teknokratik juga tidak terlepas dari penyusunan indikator kinerja 

yang akan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas 

yang akan termuat dalam rencana pembangunan jangka menengah baik skala 

Kabupaten maupun skala perangkat daerah. 

Sebelum dilaksanakan musrenbang yang merupakan proses partisipatif, 

dilakukan penyusunan rancangan awal RKPD. Rancangan awal ini berisikan 

tentang evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rancangan kerangka ekonomi 

daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan dan 

rencana program prioritas daerah. 

Rancangan awal RKPD ini lah merupakan arah kebijakan pembangunan 

daerah yang nantinya akan menjadi bahan dalam penyusunan RKPD. Kegiatan 

ini bersifat normative karena berisikan hal-hal yang sistematis dan mengarah 

kepada kebijakan pembangunan secara menyeluri.Ih dan tidak berbicara secara 

detail tentang program dan kegiatan yang dilakukan. Sebagaimana yang di 

ungkapkan oleh Kepala Bappeda Kab. Bulungan yakni: 

"Perencanaan teknokratik adalah perencanaan yang bersifat metode ilmiah 
dan bersifat evaluasi dalam kerangka ekonomi makro daerah" 

Dari hasil pengamatan langsung bahwa perencanaan teknokratik yang 

nantinya berupa rancangan awal RKPD yang akan di bawa pada saat 

musrenbang hanya bersifat mengarahkan dan mengabarkan tentang proyeksi 

pendanaan, evaluasi kegiatan serta kebijakan-kebijakan makro daerah. 

Perencanaan teknokratik berisikan : 
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1. Gambaran umum kondisi daerah menjelaskan tentang kondisi Kabupaten 

Bulungan secara komprehensif sebagai basis atau pijakan dalam 

penyusunan perencanaan. Aspek yang dibahas di antaranya (i) geografi dan 

demografi, (ii) kesejahteraan masyarakat, (iii) pelayanan umum, serta (iv) 

daya saing daerah 

2. Menjelaskan tentang Kineija Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelolaan 

Keuangan Masa Lalu dan Kerangka Pendanaan (proyeksi pendapatan, 

belaqja dan pembiayaan selama 1 tahun), kerangka ekonomi makro dan 

pembiayaan pembangunan; 

3. Masalah dan tantangan pokok pembangunan daerah, tema pembangunan, 

prioritas pembangunan dan arah kebijakan pembangunan sektoral 

4. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah. 

Perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun di tingkat 

daerah mengacu pada Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang sistem 

perencanaan pembangunan nasional yang kemudian juga didukung dengan 

Undang-undang Nom or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dengan 

ruang lingkup sebagai berikut : 

Tabel. 4.6 

Perencanaan Pembangunan Nasional dan Daerah 

Nasional Daerah 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional (RPJPN) Daerah (RPJPD) 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka 
Nasional (RPJMN) Menengah Daerah (RPJMD) 
Rencana Strategis Kementerian!Lembaga Rencana Strategis Satuan Kerja 
(Renstra KIL) Perangkat Daerah (Renstra SKPD) 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Rencana Keija Pemerintah Daerah 

(RKPD) 
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Rencana Kerja Kementerian!Lembaga 
(Renja KIL) 

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (Renja SKPD) 

Sumber : Bappeda Kab. Bulungan 

Berdasarkan tabel4.2 diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Dokumen Perencanaan Pemerintahan Pusat : 

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP 

adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang 

memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Nasional. 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, yang selanjutnya disingkat 

RPJM adalah dokumen perencanan untuk periode 5 (lima) tahun yang 

merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Presiden yang 

penyusunannya berpedoman pada RPJP yang memuat strategi 

pembangunan nasional, kebijakan umum, kerangka ekonomi makro, 

program-program dan kegiatan pembangunan. 

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian!Lembaga, yang 

selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian!Lembaga (Renstra!KL ), 

adalah dokumen perencanaan kementrian!lembaga untuk periode 5 (lima) 

tahun yang memuat visi, misi, tujuan; strategi, kebijakan, program dan 

kegiatan pembangunan KIL yang disusun dengan berpedoman pada RPJM 

Nasional dan bersifat indikatif. 

4. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional , yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan nasional 

untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjbaran dari RPJM dan 

memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro serta 

program-program dan kegiatan pembangunan. 
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5. Rencana Pembangunan Tahunan Kementrian/Lembaga, yang selanjutnya 

disebut Rencana Kerja Kementrian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen 

perencanaan kementrian/lembaga untuk periode l(satu) tahun disusun 

dengan berpedoman pada Rentra-KL dan mengacu pada prioritas 

pembangunan nasional dan pagu indikatif serta memuat kebijakan, program 

dan kegiatan pembangunan. 

Dokumen Perencanaan Pemerintah Daerah: 

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat 

RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk peri ode 20 ( dua puluh) tahun 

yang memuat visi,misi, dan Arab Pembangunan Daerah yang mengacu pada 

RPJP Nasional. 

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanan untuk periode 5 (lima) tahun 

yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah 

yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan 

RPJM Nasional yang memuat arab kebijakan keuangan daerah, strategi 

pembangunan daerah, kebijakan umum dan program-program dan kegiatan 

pembangunan 

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, 

yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan 

satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat 

visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan 
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SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat 

indikatif. 

4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana 

Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan 

mengacu pada RKP yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, 

prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya. 

5. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

SKPD), adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun disusun dengan berpedoman pada Rentra SKPD dan 

mengacu pada RKP memuat kebijakan, program dan kegiatan 

pembangunan. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perencanaan teknokratik tidak secara 

langsung berkaitan dengan perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat, 

perencanaan ini lebih bersifat penyediaan data, arah kebijakan, serta kondisi 

ekonomi makro daerah yang akan menjadi estimasi dalam pelaksanaan 

pembangunan daerah. 

c. Proses Partisipatif 

Perencanaan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan 

(stakeholders). Dalam setiap proses perencanaan pembangunan keterlibatan 

semua pihak mutlak diperlukan sehingga keputusan yang diambil akan lebih 

tepat sasaran. Dalam musrenbang yang dilakukan mulai dari tingkat desa 
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hingga kabupaten, semua stake holder akan dilibatkan dalam penentuan 

keputusan sebagaimana yang diungkapkan oleh Sekretaris Bappeda yakni : 

"Menentukan suatu prioritas dalam pembangunan daerah dalam 
musrenbang harus dihadiri oleh para pemangku kepentingan sehingga 
kegiatan yang dihasilkan benar-benar dapat menyelesaikan 
permasalahan yang ada" ( wawancara tanggal 05 april 20 17). 

Dari hasil studi dokumentasi terlihat bahwa tingkat kehadiran dari para 

pelaku/ stake holder yang berkepentingan cukup tinggi ini terlihat dari Tingkat 

Kehadiran saat musrenbang Desa. Kecamatan hingga Kabupaten. Terihat 

jumlah kehadiran peserta pacta saat Musrenbang Kabupaten Bulungan yakni: 

1. Perwakilan Pemerintah Provinsi 

Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Utara 

2. Perwakilan Pemerintah Daerah 

Bappeda Kabupaten Bulungan 

3. Unsur Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (FKPD) Kab. Bulungan 

- Bupati Bulungan 

- Wakil Bupati Bulungan 

- Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Selor 

- Kepala Pengadilan Agama Tanjung Selor 

- Dandim 0903 Tanjung Selor 

- Komandan Brigif 

- Kapolres Kab. Bulungan 

4. Unsur DPRD Kab. Bulungan 

- Ketua DPRD Kab. Bulungan 

- Ketua K;omisi I 

- Ketua Komisi II 

- Ketua Komisi III 

- Badan Anggaran LegislatifKab. Bulungan 

5. Unsur Pemerintah Kabupaten Bulungan 
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- Kepala Badan, Dinas, Kantor di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bulungan 

- Sekretaris DPRD Kabupaten Bulungan 

- Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan 

- Pimpinan instansi vertical Kabupaten Bulungan 

- Para Camat di Kabupaten Bulungan 

- Para Lurah di Kabupaten Bulungan 

6. Unsur masyarakat 

- Delegasi Kecamatan 

- Perguruan Tinggi 

- Tokoh masyarakat 

- Tokoh Agama 

- Tokoh Perempuan 

- LSM 

- Organisasi kemasyarakatan 

- Dan lain sebagainya. 

Kehadiran semua stakeholder yang terkait sebagaimana disampaikan 

oleh Camat Bunyu yakni : 

"kami hadir dalam musrenbang Kabupaten ini dalam rangka mengawal 
program prioritas yang kami ajukan kepada Pemerintah Daerah, dan 
kami ingin tau kenapa usulan kami dapat terakomodir dan tidak 
terakomodir". 

Narasumber yang lain pun berpendapat tentang partisipasi mereka 

dalam musrenbang baik yang dilakukan dari tingkat desa hingga kabupaten, 

sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kab. Bulungan yakni : 

"partisipasi kami dalam musrenbang sebagai wujud nyata fungsi kami 
sebagai pengawasan terhadap Pemerintah Daerah sekaligus menyerap 
aspirasi masyarakat selain reses yang kami lakukan sehingga kebutuhan 
masyarakat dapat teridentifikasi oleh kami dan kami perjuangkan dari 
perencanaan hingga penganggaran". 
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Jika dilihat dari tingkat partisipasi yang mengikuti musrenbang 

kecamatan di 3 Kecamatan yakni Kecamatan Tanjung Selor, Kecamatan 

Tanjung Palas Barat, dan Bunyu maka diperoleh yakni: 

Tabel4.7 

Tingkat Kehadiran Peserta Musrenbang di Kecamatan 

Tingkat Kehadiran 
Kecamatan SKPD DPRD Instansi Aparatur Masyarakat Total 

Pemda Vertikal Des a 
Tanjung 25 Org 3 Org 16 Org 16 Org 570rg 117 Org 

Selor 

Tanjung 31 Org 2 Org 12 Org 11 Org 55 Org Ill Org 

Palas Barat 

Bunyu 340rg 20rg 18 Org 14 Org 630rg 131 

Sumber : Bappeda Kab. Bu1ungan 

Dari data tingkat kehadiran telah jelas menyatakan bahwa tingkat 

partisipasi stakeholder yang terkait baik dari aparatur Pemerintah Daerah, 

Instnasi V ertikal hingga masyarakat berperan aktif dalam keikutsertaan pada 

musrenbang yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan. Ini menandakan 

bahwa seluruh stakeholder telah melaksanakan proses partisipatif dan turut 

serta dalam perancangan pembangunan di daerah. 

Sebagaimana yang disampaikan Kepala Desa Bunyu Barat, yakni : 

"kami bersedia hadir dalam musrenbang kecamatan, bukan hanya 
sebagai kewajiban saja namun kami ingin berperan serta aktif da1am 
pembangunan di daerah kami. Sehingga kegiatan yang dibangun 
nantinya memang benar-benar kegiatan yang kami usulkan". 
(wawancara tanggal 07 April 20 17) 
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Ini pun sejalan dengan pendapat dari Dinas Pekerjaan Umum Kab. 

Bulungan yakni Kabid. Cipta Karya yakni : 

"partisipasi kami dalam setiap tahapan musrenbang merupakan upaya 
kami dalam mengetahui permasalahan yang ada didaerah tersebut dan 
menjadikannya program prioritas yang akan kami usulkan sesuai dengan 
tugas, pokok dan fungsi SKPD kami". 

Tingkat keterlibatan yang tinggi menandakan bahwa seluruh 

stakeholder ingin berperan secara aktif sebagaimana juga disampaikan Kepala 

Sub. Bidang Perencanaan dan Pendanaan Bappeda dan Litbang yakni: 

"Bappeda selalu berusaha agar semua stakeholder dapat terlibat dalam 
setiap musrenbang baik yang dilakukan di tingkat desa maupun 
kabupaten. Sebab diyakni ketika semua stakeholder terlibat maka output 
yang dihasilan dapat maksimal". 

Dari pemyataan dari beberapa narasumber dan fakta dilapangan dapat 

ditarik kesimpulan bahwa para pemangku kepentingan terlibat secara aktif 

dalam proses perencanaan partisipatif yang ada di Kabupaten Bulungan. 

Keterlibatan semua pihak ini menandakan bahwa proses partisipatif sudah 

berjalan sebagaimana mestinya. Dengan partisipasi semua stakeholder, dapat 

menjadikan program dan kegiatan yang di usulkan dapat sesuai dengan apa 

yang diharapkan dan dibutuhkan secara riil oleh masyarakat. 

d. Proses Bottom-Up dan Top-Down 

Perencanaan yang dilaksanakan dengan sinkronisasi dan sinergi antara 

kebijakan dari seluruh SKPD (atas) dan arus aspirasi masyarakat bawah. 

Antara lain melalui pelaksanaan Musrenbang. Sebagaimana diketahui bahwa 

perencanaan adalah berorit?ntasi kepada masa depan. Perencanaan program 
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(pembangunan) yang dilakukan tak ada lain adalah untuk mencapai tujuan

tujuan pembangunan secara efektif, efisien dan berkelanjutan. Tujuan-tujuan 

tersebut dapat dicapai dengan melakukan tiga tahap proses, yaitu: 

1. perumusan dan penentuan tujuan 

2. Pengujian atau analisis opsi-opsi atau pilihan-pilihan yang tersedia serta 

3. Pemilihan rangkaian, tindakan atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan dan disepakati bersama. 

Bahwa perencanaan pembangunan merupakan faktor penting dalam 

pembangunan daerah terkait dengan bagaimana upaya pemerintah dalam 

menyerap aspirasi masyarakat dari bawah dan bagaimana mensinkronkan 

kebijakan dari atas dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. 

Top Down Planning adalah pendekatan perencanaan yang menerapkan 

cara penjabaran rencana induk ke dalam rencana rinci. Pendekatan 

perencanaan sektoral acapkali ditunjuk sebagai pendekatan perencanaan dari 

atas ke bawah, karena target yang ditentukan secara urn urn dan akan di rinci ke 

arah bawah. 

Bottom Up Planning adalah perencanaan yang dibuat berdasarkan 

kebutuhan, keinginan dan permasalahan yang dihadapi oleh bawahan bersama

sama dengan atasan menetapkan kebijakan atau pengambilan keputusan dan 

atasanjuga berfungsi sebagai fasilitator. Sedangkan dalam pengertian dibidang 

pemerintahan, bottom up planning atau perencanaan bawah adalah 

perencanaan yang disusun berdasarkan kebutuhan mereka sendiri dan 

pemerintah hanya sebagai fasilitator. 
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Pendekatan ini merupakan upaya melibatkan semua pihak sejak awal, 

sehingga setiap keputusan yang diambil dalam perencanaan adalah keputusan 

mereka bersama, dan mendorong keterlibatan dan komitmen sepenuhnya 

untuk melaksanakannya.Perencanaan pembangunan daerah yang bersifat top 

down dan bottom up planning sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala 

Bappeda Kabupaten Bulungan yakni : 

"Perencanaan pembangunan daerah perlu mensinkrokan antara 
perencanaan dari pemerintah daerah terkait dengan perwujudan visi dan 
misi kepala daerah disandingkan dengan kebutuhan-kebutuhan riil yang 
ada di masyarakat sehingga terjadi sebuah kegiatan yang merupakan 
gabungan dari perencanaan dari atas dan bawah" (wawancara tanggal 04 
maret 20 17). 

Pendekatan top down yakni kebijakan yang bermula dari atas yakni 

kebijakan Kepala Daerah yang akan tertuang dalam bentuk dokumen 

perencanaan yang secara nyata dapat terlihat dari visi dan misi Pemerintah 

Daerah. Sebagaimana visi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan yakni 

: Mewujudkan Kabupaten Bulungan sebagai pusat pangan berbasis industri 

dengan 6 misinya. Visi dan misi inilah yang akan teijabar dalam bentuk arab 

kebijakan dan strategi pembangunan berikut dengan indicator kinerja capaian 

yang diharapkan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bulungan. 

Dari basil studi dokumentasi yang termuat dalam dokumen perencanaan 

jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Bulungan terlihat indicator 

sasaran yang ingin di capai yakni : 
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Tabel4.8 

Indikator Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Bulungan 2016-2021 

No lndikator Kondisi Awal Target 2021 

1. Indeks Pembangunan Manusia 76,31 78,00 

2. Indeks Pembangunan Masyarakat 73,83 >75 

3. Indeks Gini 0,34 >3,4 

4. Penduduk yang menjadi peserta 51,8 >95 
.. 

jaminan kesehatan melalui SJSN 

bidang kesehatan % 

5. Pertumbuhan Ekonomi 4,95 6-8 

6. PDRB Perkapita Tahun Dasar 2010 3.499,9 7.000 

(US$) 

7. lnflasi (%) 9,81 5,11 

8. Tingkat Kemiskinan (%) 11,87 8-9 

9. Rasio Pajak (Tax Ratio) Tahun 74,07 82,00 

Dasar 2010 

10. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 9,5 5-5,5 

Sumber : Bappeda Kab. Bulungan 

Pendekatan top down adalah memuat capaian kinerja yang di upayakan 

dicapai dalam kurun waktu tertentu sebagaimana yang disampaikan oleh 

Sekretaris Bappeda Kab. Bulungan yakni : 

"Pendekatan top down lebih bersifat target-target yang dikehendaki 
yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan dokumen 
perencanaan daerah baik yang sifatnya jangka panjang,c menengah 
maupun tahunan. Sehingga ada arab dalam pembangunan dan bersifat 
berkelanjutan". (Wawancara Tanggal 17 April 2017) 
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Terkait dengan indikator yang pertama yakni peningkatan indeks 

pembangunan manusia yakni 76,31 menjadi 78,00 dengan lebih rinci sebagai 

berikut: 

Tabel4.9 

Peningkatan Kualitas Pendidikan Kab. Bulungan 2016-2021 

Tujuandan Strategi dan 
lndikator 

Capaian Kinerja 
Program Arab Kondisi Kondisi Sasaran 

Kebijakan 
Kinerja 

awal Akhir 
Pembangunan Daerah 

Meningkatkan Peningkatan Angka 96,1 96,5 Pendidikan Non Formal 
kualitas kulaitas sumber Melek 
pemerataan daya manusia Muruf 
pelaksanaan penduduk 
pendidikan usia >15 

tahun 
Rata.-rata 7,8 8,8 Wajib Belajar 9 Tahun 
lama sekolah 
penduduk 
usia >15 
tahun 
Persentase 85 86 Peningkatan Mutu 
SD/MI Pendidikan 
berakreditasi 
minimal B 
Persentase 80 82 Peningkatan Mutu 
SMP!MTs Pendidikan 
berakreditasi 
minimal B 

Sumber : Bappeda Kab. Bulungan. 

Pendekatan bootom up yakni pendekatan yang dilakukan melalui arus 

bawah. Yang dimaksud dengan dari bawah yakni bagaimana aspirasi dari 

masyarakat tentang kegiatan yang ingin diusulkan dalam rangka memecahkan 

permasalahan yang ada di daerah tersebut. Aspirasi masyarakat ini tertuang 

dalam usulan kegiatan yang di ajukan merekan saat musrenbang baik di tingkat 
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desa, kecamatan hingga kabupaten. Usulan tersebut dapat terlihat sebagai 

berikut: 

Tabel4.10 

Usulan Kegiatan Boottom Up dari Kecamatan Bunyu 

Kegiatan Lokasi Output Outcome Target SKPD" 

Pembangunan Gedung Bunyu Gedung Tern pat Kegiatan I Paket Diknas 
PAUD Yaa Bunayya Belajar Mengajar 
Pengadaan Guru Kontrak Guru Peningkatan 20rg Diknas 
SDN 001 Bunyu kegiatan belajar 

mengajar 
Pembuatan Pagar SD 001 Pagar Untuk keamanan 200m Diknas 

sekolah 
Pengecatan Atap Gedung Pengecatan Menamban 1500 m Diknas 
SD005 keindahan gedung 

Sumber : Hasd Musrenbang Kecamatan Bunyu 

Tabel4.11 

Usulan Kegiatan Boottom Up dari Kecamatan Tanjung Palas Barat 

Kegiatan Lokasi Output Outcome Target SKPD 

Pengadaan Buku Long Buku Meningkatkan 1 Paket Diknas 
Panduan TK dan PAUD Beluah _Q_engetahuan guru 
Pengadaan Komputer Long Komputer Meningkatkan 40 Unit Diknas 
SMAN1 Beluah IPTEKSiswa 
Penambahan Ruang Long Gedung Tersedianya ruang 1 Unit Diknas 
Belajar SDN 006 Beluah belajar 
Pengadaan Mobil Long Mobilisasi Meningkatkan 2 Unit Diknas 
Internet SMPN I dan Beluah IPTEK Guru dan 
SMANI Siswa . . 

Sumber : Hasd Musrenbang Kecamatan TanJung Palas Barat 

Tabel4.12 

Usulan Kegiatan Boottom Up dari Kecamatan Tanjung Selor 

Kegiatan Lokasi Output Outcome Target SKPD 

Pembangunan Gedung Tg. Selor Gedung Meningkatkan l Unit Dilmas 
Baru PAUD Seroja RT. Hulu sarana pendidikan 
12 
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Pembangunan Taman Tg. Selor Taman 
Baca Wilayah RT. 21 Hulu Baca 

Meningkatkan minat I Unit 
baca 
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Diknas 

Pembinaan Guru PAUD Tg. Selor Pelatihan 
Hulu 

Meningkatkan SDM 6 Org Diknas 

Semenisasi 
PAUD 

Halaman Tg. Selor Semenisasi 
Hulu 

Penunjang Fasilitas 2400 m2 Diknas 
Sekolah 

Dari hasil pengamatan langsung bahwa implementasinya telah terjadi 

pada saat kegiatan musrenbang baik yang dilaksanakan di tingkat desa hingga 

kabupaten. Pola sinergitas antar kepentingan dibawah dan kepentingan diatas 

dirumuskan dalam kegiatan musrenbang dan menghasilkan kegiatan-kegiatan 

prioritas yang dapat menjawab permasalahan yang ada. 

Sinergitas antara program dan kegiatan yang melalui top down dan 

bootom up dipadukan dan diselaraskan dalam forum musrenbang sehingga hasil 

yang diperoleh kegiatan yang benar-benar sesuai dengan harapan masyarakat. 

Dari beberapa proses perencanan partisipatifyakni proses politik, proses 

teknokratik, proses partisipatif dan proses top down dan bootom up, dapat 

disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan daerah lebih mengarah kepada 

perencanaan top down dan bottom up, namun perencanaan secara politis dan 

teknokratik tetap mewamai dalam proses perencanaan partisipatif terse but. 

B. Tahapan tahapan perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten 

Bulungan. 

1. Penyelidikan. 

Penyelidikan (Abe:2002) adalah sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan 

mengumpulkan persoalan-persoalan bersifat lokal yang berkembang di masyarakat. 

Penyelidikan di sini bukan sebagai kegiatan akademis, melainkan kegiatan yang menjadi 
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bagian dari upaya perubahan. Dalam proses ini, keterlibatan masyarakat menjadi faktor 

kunci yang tidak bisa ditawar. Proses penyelidikan adalah proses mengajak masyarakat 

untuk mengenali secara seksama problem yang mereka hadapi. 

Sebagai upaya dalam menggali permasalahan-permasalahan yang ada, maka 

masyarakat wajib terlibat aktif dalam pengusulan kegiatan-kegiatan yang dianggap 

memang dibutuhkan dan disampaikan pada saat musrenbang. Pada saat musrenbang 

tersebutlah terdapat pembahasan-pembahasan persoalan-persoalan yang akan dapat 

dipecahkan secara bersama-sama sebagaimana yang dikemukakan oleh Kasi PMD 

Kecamatan Tanjung Selor yakni : 

"Masyarakat pada prinsipnya telah mengetahui problema yang ada dan secara 
langsung telah melakukan pembahasan pada tingkat RT yang mana hasil tersebut 
akan menjadi bahan usulan mereka dalam msrenbang desa.". (wawancara tanggal21 
maret 20 17). 

Ini juga yang disampaikan oleh Lurah Tanjung Selor Hulu bahwa : 

"masalah-masalah yang ada di tingkat desa memang cukup banyak, ini terlihat dari 
jumlah usulan yang masuk pada saat musrenbang desa sekitar 92 daftar usulan namun 
ini semua tidak akan mungkin dapat kita akomodir~ perlu adanya seleksi skala 
prioritas yang mana yang harus benar-benar ditangani terlebih dahulu" 

Dari basil pengamatan langsung dilapangan diperoleh bahwa hampir semua desa 

mengusulkan kegiatan-kegiatan yang cukup banyak bahkan jika dihitung melalui 

angka akan terdapat angka yang fantastis yakni empat kali lipat dari APBD setiap 

tahunnya. Bahkan setiap desa menyatakan kegiatan yang diusulkannya merupakan 

kegiatan prioritas. Ini terlihat dari jumlah usulan kegiatan di kecamatan tanjung selor 

sebanyak ratusan usulan yang terdokumentasi sebagai berikut : 
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Tabel4. 13 

Usulan Kelurahan/Desa yang ada di Kecamatan Tanjung Selor Tahun 2017 

No Nama Desa Banyaknya usulan 

1. Kelurahan Tanjung Selor Hulu 92 kegiatan 

2. Kelurahan Tanjung Selor Hilir 15 7 kegiatan 

3. Kelurahan Tanjung Selor Timur 75 kegiatan 

4. Desa Gunung Sari 89 kegiatan 

5. DesaApung 75 kegiatan 

6. Desa Gunung Seriang 54 kegiatan 

7. Desa Jelarai Selor 62 kegiatan 

8. Desa Tengkapak 50 kegiatan 

9. Desa Bumi Rahayu 102 kegiatan 

Somber : Hasil Musrenbang Kecamatan Tanjung Selor 

Namun sebagaimana yang disampaikan Kasi PMD Kecamatan Tanjung Selor 

yakni: 

"U sulan kegiatan itu ratusan namun akan dipilih sesuai dengan kebutuhaan yang 
rnemang sangat rnendesak untuk dapat diselesaikan". (wawancara tanggal 23 
April2017) 

Dari hasil yang ada bahwa secara nyata masyarakat rnenyadari bahwa secara tidak 

langsung tidak sernua usulan kegiatan itu dapat diakomodir oleh Pemerintah Daerah 

dikarenakan keterbatasan anggaran dalam pelaksanaannya. 

Keterlibatan dan keak.tifan masyarakat dalam ·forum pelaksanaan musrenbang 

desa juga merupakan hal yang tidak boleh dikesampingkan. Mengingat masyarakat 

lebih paham apa saja yang dibutuhkan oleh mereka di desanya. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Kepala Bappeda bahwa : 

"Keterlibatan masyarakat dalarn setiap tahapan rnusrenbang merupakan 
perencanaan yang bersifat bootom-up dan akan disinergikan dengan perencanaan 
dari SKPD/Pemerintah Kabupaten yang bersifat top down'. (wawancara tanggal 
22 maret 20 17) 
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Musyawarah yang tidak dihadiri oleh para pemangku kepentingan juga dapat 

menyebabkan masyarakat tidak secara aktif berpartisipasi sebagaimana yang 

disampaikan oleh Kepala Desa Long Beluah yakni : 

"Masyarakat terkadang bosan mengikuti musrenbang desa, sebab kegiatan yang 
di usulkan banyak yang tidak terealisasi. Mereka lebih senang mengikuti 
musrenbang di Kecamatan dikarenakan musrenbang kecamatan dihadiri oleh 
SKPD dan Anggota DPRD dapil tersebut. Sehingga usulan mereka langsung 
disampaikan kepada yang berkepentingan" .. (wawancara tanggal22 maret 20 17) 

Dalam pelaksanaan musrenbang desa, biasanya para stake holder baik itu yang 

ada di SKPD maupun dari DPRD memang tidak mengikuti kegiatan tersebut. Wakil 

dari Pemerintah Daerah hanya diwakili oleh Pemerintah Kecamatan yang notebenenya 

tidak memiliki kekuatan dalam merealisasikan usulan kegiatan yang masyarakat 

ajukan. Dari hal tersebut dapat dinyatakan bahwa peranan SKPD dan anggota DPRD 

dianggap penting dalam mendengar keluh kesah dan permasalahan-permasalahan 

yang ada di masyarakat. Walaupun usulan itu belum serta terakomodir tetapi paling 

tidak permasalahan yang ada didesa tersebut tersampaikan dan menjadi bahan 

pertimbangan bagi para pemangku kepentingan tersebut 

Kegiatan musrenbang kelurahan tanjung selor hulu berjalan dengan lancar 

dengan undangan yang cukup antusias menyampaikan usulan kegiatan pembangunan 

dan menyampaikan keluhan/permasalahan yang terjadi dilapangan sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Selor Hulu 

yakni: 

"Masyarakat tetap antusias dalam pelaksanaan musrenbang, namun setiap 
mereka mengajukan usulan selalu di awali dengan mohon jadi perhatian pihak 
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terkait mengingat kegiatan-kegiatan yang diusulkan berkali-kali belum dapat 
terakomodir". (wawancara tanggal26 maret 201 7). 

Dari beberapa hal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam penggalian dan 

permasalahan yang ada dalam perencanaan partisipatif di Kabupaten Bulungan 

1. Penggalian permasalahan yang sifatnya penyelidikan telah dimulai dari tingkat 

terendah yakni dimulai dari tingkat RT hingga tingkat Kecamatan 

2. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap musrenbang walaupun us ulan terse but 

belum tentu diakomodir. 

3. Penggalian masalah dilakukan hanya berdasarkan ungkapan masyarakat yang 

dituangkan dalam bentuk usulan kegiatan. 

2. Perumusan masalah. 

Perumusan masalah adalah tahap lanjut dari basil penyelidikan. Data atau 

informasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh 

gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam. Untuk mencapai perumusan, pada 

dasarnya dilakukan suatu proses analisis atas informasi, data dan pengalaman hidup 

masyarakat. Proses analisis sendiri bermakna sebagai tindakan untuk menemukan 

kaitan antara satu fakta dengan fakta yang lain. Apa yang dirumuskan hams sederhana, 

jelas dan kongkrit. 

Agar rumusan masalah dapat mencerminkan kebutuhan dari komunitas 

(masyarakat), tidak ada cara lain kecuali melibatkan masyarakat dalam proses tersebut. 

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengusahakan agar masukan data yang 

dihimpun benar-benar merupakan apa yang dirasakan dan apa yang menjadi 

keprihatinan dari masyarakat. Dalam hal ini, tidak semua apa yang disampaikan 
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masyarakat harus diterima, justru pada saat itulah momentum untuk bersama-sama 

masyarakat memilah-milah mana segi-segi yang merupakan kebutuhan dan mana yang 

sekedar keinginan. Suatu keinginaan tentu saja memiliki kadar subjektifitas yang tinggi, 

dan cenderung tanpa batas yang jelas. Oleh sebab itu yang hendak menjadi prioritas 

adalah menjawab kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat. 

Berkaitan dengan perumusan masalah, Ketua RT 19 menyatakan bahwa: 

"Dalam pelaksanaan musrenbang desa, perwakilan dari RT di kelurahan 
Tanjung Selor Hulu menyampaikan permasalahan-permasalahan yang ada di 
wilayahnya serta daftar usulan kegiatan sebagai tindak lanjut dalam 
penyelesaian permasalah tersebut. Setelah disampaikan lalu dibahas dan 
diseleksi pada musrenbang tersebut yang mana merupakan us ulan prioritas desa 
yang nantinya akan diusulkan pada musrenbang kecamatan". 

Hal senada juga disampaikan oleh Kasi Pemberdayaan masyarakat pada 

Kelurahan Tanjung Selor Hulu bahwa : 

"Setiap usulan yang masuk akan dibahas dan diseleksi dan dirangking sesuai 
dengan prioritasnya. Pasti dalam seleksi tersebut ada perdebatan namun itu 
sesuatu hal yang lumrah dalam musrenbang. Yang penting terjadi kesepakatan 
terhadap usulan yang diprioritaskan. Dari musyawarah tersebut telah terangkum 
92 usulan kegiatan pembangunan dan 12 usulan kegiatan ditetapkan sebagai 
usulan kegiatan prioritas yang keseluruhannya dituangkan dalam Berita Acara 
Hasil Kesepakatan Musrenbang". 

Sebagaimana studi dokumentasi menyebutkan bahwa dari usulan kegiatan yang 

diajukan masyarakat dari Kelurahan Tanjung Selor Hulu sebanyak 92 usulan 

sebagaimana yang terdapat pada proses penyelidikan, setelah melalui negosiasi dan 

kompromi antar pelaku kepentingan dalam forum musyawarah rencana pembangunan 

maka dari usulan tersebut mengerucut menjadi 12 usulan prioritas sebagai berikut : 
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Tabel4. 14 

Usulan Prioritas Kelurahan Tanjung Selor Hulu Tahun 2017 

No Kegiatan Lokasi Volume Pembiayaan 
l Semenisasi Gang Gang Akbar No. 3 70x2m Dinas PU 
2 Semenisasi Gang Jl. Cik Ditiro Gang Julak RT. 1,35 x65 m Dinas PU 

06 
3 Semenisasi Gang Pujasera Gang 2 2x80m DinasPU 
4 Semenisasi Gang GangPilihan RT. 02 2x60m Dinas PU 
5 Perbaikan Drainase Gang Pilihan RT. 02 120m Dinas PU 
6 Rehab Semenisasi Gang Jl. S. Hasanuddin RT. 22 2x lOOm Dinas PU 
7 Penerangan Jalan (Solar Seal) Ujung KP. Arab RT. 01 3 unit DinasPU 
8 Jaringan PDAM Tanjung Rumbia dan Bulu 2 paket Dinas PU 

Perindu 
9 Penerangan Jalan (Solar Seal) Bulu Perindu RT. 16 5 unit Distamben 
10 Penerangan Jalan (Solar Seal) Jl. Cikditiro RT. 06 3 unit Distamben 
11 Penyiringan Sungai Kayan Bulu Perindu RT. 16, 17, 15 600m Dinas PU 
12 Gedung Baru PAUD Seroja Jl. MT. Haryono RT. 12 I unit Din as 

PU/Diknas 

Sumber : Hasll Musrenbang Kelurahan Tanjung Selor Hulu 

Untuk mencapai kata sepakat dalam menentukan prioritas dari hasil 

pengamatan secara langsung diperoleh bahwa terjadi perdebatan yang alat dan 

menegangkan namun masih terlihat tetap dalam kondisi yang kondusi£ Masing masing 

RT secara langsung menyatakan bahwa usulan mereka yang paling prioritas. Sehingga 

perlu dimasukkan dalam usulan didesa tersebut. Dengan ditengahi oleh fasilitator dari 

pihak kecamatan dan dengan berbagai macam pertimbangan, maka terpilihlah beberapa 

prioritas usulan kegiatan yang akan diajukan ke tingkat musrenbang yang lebih tinggi. 

Hal ini terjadi bukan hanya di tingkat desa, tingkat kecamatan pun bahkan di 

tingkat Musrenbang Kabupaten pun, masing masing perwakilan dari utusan 

musrenbang tetap selalu memperjuangkan usulan kegiatan tersebut untuk dapat 

direalisasikan dalam bentuk kegiatan yang ada di SKPD. Ini menandakan bahwa proses 

perumusan masalah telah dilaksanakan secar3: continue sehingga dapat mengerucutkan 

permasalahan ini yang ada. 
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Dari hal tersebut diatas disimpulkan bahwa banyak usulan masyarakat yang 

perlu menjadi perhatian, namun usulan tersebut harus dipilih berdasarkan objektifitas 

sehingga prioritas kegiatan dapat diperoleh dengan baik dan sejalan dengan arah 

pembangunan yang memang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bulungan. Proses perumusan atau identifikasi masalah sudah dimulai dari musrenbang 

desa yang mana keterlibatan masyarakat dalam turut serta hadir pada saat musrenbang 

dan menyampaikan saran/pendapat terkait dengan usulan-usulan yang mereka ajukan. 

Dalam kesempatan musrenbang kecamatan, pihak dari SKPD selalu 

menekankan tentang usulan pembangunan khususnya yang bersifat pembangunan fisik 

agar Iahan yang akan dibangun harus benar-benar telah dihibahkan dan tidak 

bermasalah di kemudian hari. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kabid. Cipta Karya 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bulungan yakni : 

"Dalam hal pembangunanjalan/jembatan atau yang sifatnya fisik, ketersediaan 
lahan hams clean and clear agar tidak terjadi masalah dikemudian hari, karena 
ada beberapa kegiatan fisik yang dilaksanakan terhambat dengan masalah 
lahan". (wawancara 05 April2017) 

Ketersediaan laban oleh masyarakat dipandang perlu sebelum kita mengajukan 

usulan kegiatan yang akan di biayai oleh Pemerintah Daerah baik yang di danai oleh 

APBD Kab, APBD Provinsi maupun APBN, sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Kabid. Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan yakni : 

"Lahan mutlak diperlukan dan tidak terjadi klaim lagi dari masyarakat, sebab 
pemah teijadi usulan kegiatan pembangunan rehab berat sekolah dasar telah 
diakomodir namun ketika proyek sudah berjalan setengah terdapat klaim dari 
masyarakat terhadap lahan tersebut, sehingga proyek tersebut terhenti dan 
Pemerintah Daerah pun dituntut hingga ke pengadilan. Ini yang rugi masyarakat 
sendiri, yang seharusnya dapat menikmati hasil pembangunan tidak 
memperoleh apa-apa. (wawancara 03 April 2017). 
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Hal ini dapat dibuktikan dengan terdapatnya beberapa kegiatan yang tidak dapat 

berjalan dengan semestinya diantaranya adaiah 

1. Pembangunan Sekolah Dasar Negeri Nomor 019 di Kecamatan Tanjung Selor yang 

telah dianggarkan dalam kegiatan rehab total melalui APBD Kab. Bulungan pada 

Pos Anggaran Dinas Pendidikan namun belakangan ada pihak yang mengklaim 

tanah tersebut adalah tanah miliknya. 

2. Pembangunanjalan yang mengenai lahan warga di Kecamatan Tanjung Palas Barat 

sehingga jalan terse but urung dibangun dikarenakan akan membutuhkan biaya yang 

besar ketika jalan tersebut memutar dari yang seharusnya. 

Sehingga dari hal tersebut dapat di nyatakan bahwa masyarakat terkadang 

bel urn sepenur.nya turut mendukung program dan kegiatan yang dilakukan Pemerintah 

Daerah, walaupun awalnya mendukung namun ketika pada tahapan pelaksanaan 

terdapat oknum-oknum yang ingin memanfaatkan hal tersebut sehingga kegiatan yang 

direncanakan yang ingin menyelesaikan permasalahan di daerah tersebut tidak serta 

merta dapat dilakukan. 

Selain itu juga, ada asumsi dari masyarakat bahwa dalam setiap pengajuan 

usulan kegiatan masih terdapat anggapan bahwa semakin banyak usulan semakin bagus 

dan dapat dimungkinkan terakomodir dalam anggaran. Hal ini sebagaimana yang 

disampaikan anggota BPD Desa Bunyu Barat.yakni : 

"Usulan setiap tahun semakin banyak walaupun kita tahu bahwa dari segi 
pembiayaan semakin menurun. Namun masyarakat masih beranggapan bahwa 
dengan usulan yang banyak kemungkinan untuk diakomodir dapat terwujud". 
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Dalam setiap pengusulan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang dapat 

terakomodir, sebenamya lebih kepada kebutuhan riil yang mendesak dan merupakan 

sesuatu yang tidak dapat ditunda. Bukan terletak pada banyaknya usulan kegiatan tetapi 

Iebih kepada kualitas dari usulan kegiatan tersebut. Apakah kegiatan tersebut sudah 

merupakan skala prioritas dari desa tersebut. Tim perumus harus jeli dalam menelaah 

hal-hal yang seperti itu, sehingga kegiatan yang dirumuskan benar-benar merupakan 

kebutuhan masyarakat. 

Masyarakat terkadang Iebih mengusulkan kegiatan yang bersifat keinginan 

bukan lebih kepada kebutuha..11. Sehingga terkadang kegiatan tersebut hanya sebagai 

keren kerenan atau gagah-gagahan dengan desa yang lain. Sebagaimana yang 

disampaikan Camat Tanjung Palas Barat yakni : 

"Pihak kecamatan harus cermat dalam meneliti usulan kegiatan yang diajukan. 
Dikarenakan usulan tersebut terkadang lebih kepada keinginan sesaat Kepala 
Desa atau perangkat Desa untuk lebih terlihat gagah/keren dibanding dengan 
yang lainnya. Contoh saja pembangunan gedung BPU yang relatif besar dan 
permanen. Padahal BPU tersebut masih bagus dan masih layak untuk 
digunakan". (wawancara tanggal 30 Maret 2017). 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat lebih cenderung memasukkan 

usulan sebanyak-banyaknya bukan berdasarkan pada kebutuhan riil dengan anggapan 

semakin banyak usulan semakin banyak juga yang terakomodir. Perencanaan 

partisipatif lebih menekankan pada pelibatan semua masyarakat dalam memecahkan 

masalah yang ada, sebagaimana yang tergambar dalam setiap tahapan Musrenbang. 

Musren.bang Kecamatan metupakan musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat pada 

level kecamatan untuk menyeleksi berbagai masalah yang ada pada kecamatan terse but. 
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Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Kecamatan Bunyu yakni: 

"Musrenbang Kecamatan merupakan musyawarah antar pemangku kepentingan 
di tingkat kecamatan dalam membahas persoalan yang ada untuk dapat 
diusulkan pada tingkat Kabupaten sehingga masalah-masalah tersebut dapat 
terselesaikan dengan baik". (wawancara tanggal27 Maret 2017) 

Musrenbang Kecamatan selain di hadiri oleh pihak kecamatan dan desa juga 

dihadiri oleh SKPD terkait yang akan secara teknis mendengar usulan-usulan yang 

bersifat bottom up dan akan disinergikan dengan usulan yang bersifat top down. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kabid. Perencanaan pada Bappeda dan Litbang 

Kab. Bulungan yakni: 

"Musrenbang Kecamatan sebagai upaya untuk mensinergikan perencanaan dari 
atas dan bawah dan menyeleksi usulan kegiatan dari tingkat desa untuk nantinya 
akan dibahas kembali pada saat musrenbang kabupaten". (wawancara Tanggal 
26 Maret 2017) 

Untuk mensinergikan antara perencanaan top down dan bottom up, SKPD juga 

memaparkan program program dan kegiatan yang direnca..-:takan akan dilaksanakan di 

daerah tersebut. Dengan adanya paparan tersebut maka masyarakat dapat bemegosiasi 

dan betkomptomi tetkait dengan usulan-usulan kegiatart yang akart dilaksanakart di 

daerahnya. Dalam merumuskan masalah dan menentukan prioritas, tingkat kehadiran 

juga petlu menjadi perhatian, dati dapat dilihat secara umum bahwa tltigkat kehadifan 

dari musrenbang desa, kecamatan hingga Kabupaten cukup melibatkan masyarakat. 

Dapat tercermin sebagai berikut : 

Tingkat kehadiran dari musrenbang desa yakni : 
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Kepala Desa, Ketua BPD, Tim PKK desa dan tokoh masyarakat peserta 

musrenbang desa denganjumlah keseluruhan sebanyak lebih kurang 50 an orang. 

Tingkat kehadiran dari musrenbang kecamatan yakni : 

Camat beserta dengan perangkatnya, Perwakilan SKPD, Perwakilan instansi 

Vertikal, KepaJa Desa, Ketua BPD, perwakilan desa dan tokoh masyarakat peserta 

musrenbang kecamatan denganjumlah keseluruhan sebanyak 100 an orang. 

Tingkat kehadiran dari musrenbang kabupaten yakni : 

Bupati Bulunga~ Wakil Bupat~ Sekda, Kepala SKPD, Kepala Instansi Vertikal, 

Camat beserta perwakilan dari Kecamatan, Tokoh masyarakat, Para Akademisi, 

Pimpinan Perusahaan/ BUMN/ BUMD, LSM, Ormas kepemudaan, serta peserta 

musrenbang denganjumlah keseluruhan sebanyak 150 an orang. 

Dari beberapa hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalam peru~usan 

masalah/identifikasi masalah yakni : 

1. Masyarakat masih cenderung mengajukan usulan kegiatan sebanyak banyak tanpa 

melihat dari kebutuhan yang ada; 

2. Masih terdapat oknum-oknum masyarakat yang memanfaatkan situasi disaat 

kegiatan tersebut ter-akomodir dengan menaikk:an harga lahan yang dimiliki; 

3. Dalam hal menentukan prioritas masih terdapat ego wilayah sehingga penentuan 

prioritas relatif betlangsung cukup lama dikarenakan tetjadi negosiasi dart 

kompromi dalam penentuannya. 
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3. ldentifikasi Daya Dukung. 

Dalam masalah ini daya didukung tidak diartikan sebagai dana kongkrit 

(uang), melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan terselenggaranya 

aktifitas dalam mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. 

Daya dukung yimg dimaksudkan pada permasa\ahan ini bisa bermakna ganda: 

(1) daya dukung kongkrit, aktual, ada tersedia dan (2) daya dukung yang merupakan 

potensi (akan ada atau bisa diusahakan). Pemahaman mengenai daya dukung ini 

diperlukan agar rencana kerja yang disusun tidak bersifat asal-asalan, tetapi benar-benar 

merupakan basil perhitungan yang masak. 

Proses identifikasi daya dukung dalam proses perencanaan partisipatif di 

Kabupaten Bulungan dengan adanya musrenbang Desa/Kelurahan/Kecamatan hingga 

musrenbang Kabupaten yang dihadiri oleh seluruh masyarakat dan adanya kesepakatan 

prioritas kegiatan sudah merupakan daya dukung dari masyarakat. Dalam hal daya 

dukung, dalam setiap musrenbang baik di tingkat desa hingga kabupaten, Bappeda 

Kabupaten Bulungan selalu mengarahkan agar masyarakat tidak tergantung pada dana 

yang ada pada APBD s~a. Namun bisa mencari altematif lain dapat membiayai 

kegiatan tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Sek.retaris Bappeda yakni : 

"Kegiatan tidak harus dibiayai oleh APBD baik Kab/Prov maupun APBN, 
perlu adanya upaya dari masyarakat untuk mencari dana lain sebagai altematif, 
kan bisa saja melalui dana cs~ swadaya masyarakat atau sumbangan dari 
pihak yang tidak mengikat''. (wawancara Tanggal 17 Maret 2017). 

Pendapat serupa disampaikan oleh Kepala Desa Long Beluah tentang 

identifikasi daya dukung dari setiap kegiatan yang diusulkan yakni : 
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"Usulan kegiatan yang di ajukan ke Pemerintah Daerah telah diklasifikasi 
berdasarkan urutan nya baik yang didanai melalui APBD Kab/Prov maupun 
APBN namun masyarakat juga memahami bahwa semua kegiatan tersebut 
tidak akan mungkin dapat terakomodir mengingat keterbatasan anggaran yang 
tersedia. Masyarakat secara prinsip dapat mendukung dengan siap 
menggunakan swadana dari masyarakat asalkan setiap tahunnya ada kejelasan 
kegiatan yang terakomodir". (wawancara Tanggal18 Maret 2017). 

Dalam hal pencarian alternative pembiayaan terhadap kegiatan yang ada, maka . 

dapat dilakukan dengan melibatkan perusahaan-perusahaan yang masuk dalam wilayah 

tersebut untuk dapat membantu dengan menggunakan dana CSR perusahaan tersebut 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Kepala Desa Bunyu Timur yakni : 

"Desa kami jika Pemerintah Daerah tidak dapat mengakomodir kegiatan yang 
kami usulkan, maka kami langsung mengajukan prososal kepada pihak 
pertamina untuk dapat membiayai kegiatan kami. Ini sebagai bentuk kepedulian 
mereka terhadap desa kami yang merupakan wilayah kerja mereka. Namun 
kami tidak memaksa, pihak pertamina relatif mengerti dan dapat membantu 
melalui dana CSR nya. 

Dari basil studi dokumentasi terlihat bahwa terdapat dukungan dari pihak ketiga 

I perusahaan yang beroperasi di didaerah iersebut sebagaimana terlihat dalam tabel 

usulan kegiatan yang didanai oleh CSR yakni ; 

Tabel. 4.15 

Usulan Kegiatan Pendanaan CSR Perusahaan di Bunyu 

No Kegiatan Lokasi Volume Pembiayaan 
1 Pengurukan Jalan Desa Desa Bunyu Barat 50m CSR 
2 Pembangunan Pos Kamling JL NiagaRT3 1 unit CSR 
3 Pengadaan Alat Pemadam RT. 3RT 9 RT 13 3 unit CSR 

Mini 
4 Drainase Parit RT16 CSR 
5 Beasiswa Putra Daerah Desa Bunyu Barat lOorang CSR 
6 Pelatihan Skill Perminyakan Desa Bunyu Barat 200rang CSR 

Su mber : Hasil Musrenbang Kecamatan Bunyu 
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Dalam usulan ini terlihat bahwa masyarakat juga mengusulkan kegiatan kepada 

perusahaan yang beroperasi diwilayah kerjanya dan ini menjadi perhatian oleh pihak 

perusahaan dalam mengakomodir usulan masyarakat tersebut. Untuk pada level 

Kabupaten, telah dilakukan usaha oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten 

Bulungan dengan membentuk Forum CSR di tingkat Kabupaten bahkan secara legal 

telah diterbitkan Peraturan Daerah tentang CSR sebagai bentuk upaya Pemerintah 

Daerah dalam mengikutsertakan secara aktif Perusahaan dalam membantu 

pembangunan di daerah Kabupaten Bulungan. Forum CSR Kabupaten Bulungan 

beranggotakan Bupati, wakil sekda hingga perusahaan baik perusahan kepala sawit, 

batu bara hingga yang lainnya. 

Dari hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Pola pikir masyarakat khususnya didaerah yang banyak terdapat perusahaan, tidak 

selah! sert...a merta mengaju_k_an usulan kegiatan kepada Pemerintah Daerah namun 

dapat melalui pembiayaan yang dilakukan oleh pihak perusahaan; namun didaerah 

yang sedikit perusahaannya ketergantungan terhadap APBD masih besar; 

2. Terdapat dukungan masyarakat terhadap kegiatan tersebut, asalkan pemerintah 

daerah memulai lebih dulu; 

3. Pihak swasta mendukung setiap kegiatan yang ada diwilayah kerjanya, karena 

bentuk tanggurig jawab sosialnya kepada masyarakat. 

4. Perumusan tujuan. 

Tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, sesuatu keadaan yang diinginkan 

(diharapkan), dan karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk mencapainya 

43265.pdf



152 

Mengenai perumusan tujuan Kasubag Perencanaan dan Pendanaan Bappeda Kab. 

Bulungan menjelaskan : 

" seperti pada awal tahun kita menyampaikan surat edaran tentang. 
penyelenggaraan musrenbang dan jadwal perencanaan 1 tahun Dalam surat 
edaran inijuga disampaikan rencana tahun yang akan datang sesuai dengan visi 
misi (RPJMD) Kabupaten Bulungan, Tujuannya apa yang direncanakan pemda 
sinergi dengan apa yang akan diinginkan masyarakat ". (Wawancara 20 April 
2017) 

Hal senada juga disampaikan Kasi Pemberdayaan Masyarakat De sa Kecamatan 

Tanjung Selor menjelaskan sebagai berikut : 

"Usulan musrenbang desa masyarakat memberikan usulan dari RT/RW hingga 
musrenbang Kabupaten Bulungan harus sesuai dengan visi msi Kabupaten 
Bulungan agar perencanaan pembangunan menjadi sama .... ". (Wawancara 21 
April2017) 

Setiap pe1aksanaan musrenbang kecamatan hingga Kabupaten yang dihadiri 

oleh Bappeda Kabupaten Bu1ungan, selalu disampaikan tentang perencanaan jangka 

menengah yang tertuang dalam visi dan misi pembangunan daerah. Penyampaian ini 

dimaksudkan agar arah kegiatan dapat seiring sejalan dengan tujuan yang diharapkan. 

Tidak terdapat kegiatan-kegiatan yang merupakan prioritas ditingga1kan dan kegiatan 

pendukung di utamakan. Sebagaimana yang disampaikan Kepa1a Bappeda Kab. 

Bulungan yakni : 

"Setiap Tim Bappeda Kabupaten Bulungan yang akan turun langsung dalam 
Acara Musrenbang baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten se1alu 
dibekali tentang penyampaian arah pembangunanjangka menengah danjangka 
panjang yang termuat dalam visi dan misi Pemerintah Daerah~ Seperti halnya 
visi kita adalah pembangunan menuju kawasan agropolitan. Menuju tujuan 
tersebut perlu adanya pemahaman bersama dan arah yang sama sehingga tujuan 
dapatterwujud". (wawancara 21 April2017) 
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Pemaparan tujuan tersebut terdapat dalam rancangan RKPD Kabupaten 

Bulungan yang menyebutkan bahwa di Tahun 20 17 ini Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bulungan telah menetapkan tema pembangunan yakni ""Menciptakan Masyarakat 

Sejahtera Melalui Perwujudan Kabupaten Buiungan Sebagai Lumbung Pangan 

dan Energi ". dengan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan: 

1. Pengembangan Sumberdaya Man usia 

2. Pengembangan Ekonomi Wilayah 

3. Prasarana Dasar 

4. Kebijakan Publik, Pemerintahan dan Penegakan 

5. Penataan Ruang dan Lingkungan 

Tujuan terkadang dapat terlupakan oleh masyarakat, karena kurangnya 

sosialisasi dari Pemerintah Daerah tentang tujuan jangka menengah maupun panjang 

sehingga masyarakat tidak mengetahui secara pasti dan pengusulan kegiatan terkadang 

kurang sesuai dengan tujuan dari Pemerintah Daerah. Sebagaimana disampaikan oleh 

Kepala Desa Long Beluah yakni : 

"Jangankan masyarakat, aparatur desa pun terkadang kurang mengetahui tujuan 
yang termuat dalam visi dan misi Pemerintah Daerah. Sehingga pengusulan 
lebih didasarkan pada . kebutuban riil dimasyarakat tanpa melihat arab 
pembangunan kedepan". (wawancara 21 April2017) 

Dalam studi dokumentasi yang dilakukan terdapat arab pembangunan yang 

jelas setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Bulungan, diantaranya adalab : 

Kecamatan Tanjung Selor 

Potensi Dasar Pertanian pangan dan hortikultura, budidaya 

perikanan air tawar, perkebunan, petemakan, 
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a. Potensi Penunjang 

b. Kendala 

c. Arab Pengembangan 

industri, perdagangan dan jasa, Pelabuhan 

sungai dan pelabuhan dagang, Bandara, akses 

transportasi darat hingga ke provinsi Kaltim, 

pusat pemerintaban, obyek wisata, pusat 

perekonomian daerah. 

Sebagai ibu kota kabupaten Bulungan dan 

caJon ibu kota provinsi Kaltara, pusat pelayanan 

umum, rumab sakit, pendidikan, kesebatan, 

pasar, butan kota, dan ketersediaan laban untuk 

pengembangan pusat pemerintaban cukup luas. 

Tidak memiliki potensi kelautan dan pesisir. 

Pengembangan industri, perkebunan, 

perdagangan, jasa, fasilitas pelayanan dan 

simpul pariwisata daerab, serta bidang 

pendidikan dan kesebatan. 

Kecamatan Tanjung Palas Barat 

a. Potensi Dasar Pertanian pangan dan bortikultura, perkebunan, 

b. Potensi Penunjang 

peternakan, Kebutanan, industri kerajinan 

rumab tangga 

Kawasan butan, memiliki laban produktifyang 

masib luas, transportasi sungai, 
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c. Kendala 

d. Arab Pengembangan 

Kecamatan Bnnyu 

a. Potensi Dasar 

b. Potensi Penunjang 

c. Kendala 

d. Arab Pengembangan 

Minim fasilitas, aksesibilitas masih rendah, 

belum memiliki akses transportasi darat, tidak 

memiliki potensi kelautan dan pesisir, 

Pertanian pangan, perkebunan, aksesibilitas 

transportasi darat, 

Minyak bumi dan gas alam, batu bara, industri 

pengolahan, dan obyek wisata, perkebunan 

kelapa, perikanan, petemakan, serta hutan 

lindung. 

Memiliki potensi kelautan dan pesisir, 

transportasi laut, memiliki industri pengolahan 

methanol, 

Laban produktif untuk pertanian terbatas, 

Industri pengolahan, sub terminal perikanan, 

perdagangan dan jasa, dan pariwisata. 

Dari beberapa hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan yakni : 
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1. Pemahaman tentang tuju,an baik perencanaan jangka panjang, menengah maupun 

tahunan masih terbatas oleh para aparatur di bidang perencanaan; 

2. Usulan kegiatan lebih cenderung berdasarkan kebutuhan tanpa melihat ke arab 

mana. tujrum ya.ng hendak dica.pai. 
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5. Menetapkan langkah-langkah secara rinci. 

Penetapan langkah-langkah adalah proses menyusun apa saja yang akan dilakukan. 

Sebetulnya proses ini merupakan proses membuat rumusan yang lebih utuh, perencanaan 

dalam sebuah rencana tindak. Umumnya suatu rencana tindakan akan memuat: (1) apa 

yang akan dicapai, (2) kegiatan yang hendak dilakukan, (3) pembagian tugas atau 

pembagian tanggung jawab (siapa bertanggung jawab atas apa), dan (4) waktu (kapan 

dan berapa lama kegiatan akan dilakukan). Untuk menyusun langk:ah yang lebih baik, maka 

diperlukan kejelasan rumusan dengan menggunakan pernyataan tegas dan tidak 

menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda. 

Berkaitan dengan penetapan langkah-langk:ah rinci dalam perencanaan partisipatif 

di Kabupaten Bulungan, hasil wawancara dengan dengan informan (peserta Musrenbang), 

hampir mempunyaijawaban sama bahwatidak terdapat langkah-langk:ah rinci dalam hasil 

musrenbang dikarenakan hasil musrenbang merupakan usulan kegiatan, karena sifatnya 

usulan belum tentu direalisasikan sehingga kalau dipaksakan dikhawatirkan sia-sia karena 

dengan melihat musrenbang sebelumnya banyak kegiatan yang diusulkan tapi tidak bisa 

direalisasikan. Sebagaimana yang disampaikan Lurah Tanjung Selor Hilir : 

"Musrenbang yang dilakukan hanya menghasilkan usulan-usulan kegiatan yang 
belum tentu dapat diakomodir oleh SKPD sehingga jika kita merinci tentang 
langkah-langkah dalam kegiatan tersebut akan sia-sia saja. Kalau di setujui bagus 
tapijika tidak buang waktu dan tenaga saja". (wawancara 21 April2017) 

Namun hal yang berbeda diutarakan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan 

Pengendalian Bappeda, disampaikan bahwa sebenamya bukan hal yang sulit dalam 

menentukan langkah-langkah rinci setiap kegiatan, tetapi lebih kepada sumber daya 
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manusia yang ada di desa tersebut yang tidak mampu untuk melaksanakan hal tersebut 

sebagaimana ungkapan Kabid. Perencanaan Bappeda Kab. Bulungan yakni : 

"permasalahan mendasar adalah ketidakmampuan masyarakat dalam menyusun 
langkah-langkah rinci kegiatan tersebut sehingga tidak dilakukan hal itu, jika pun 
dilakukan belum tentu itu benar adanya karena keterbatasan informasi khususnya 
dahtm kebijakan daerah". (wawancara 25 April 20 17) 

Hal yang sama disampaikan oleh Kepala Desa Bunyu Barat bahwa banyak item 

yang diusulkan saat musrenbang yang diadakan setiap tahunnya, baik di tingkat 

Kelurahan/Desa, Kecamatan maupun Kabupaten tetapi sangan jarang direalisasikan. 

Dengan demikian dalam pengusuian tersebut seharusnya cukup mengusulkan satu item 

yang diprioritaskan yang peluangnya besar untuk terealisasi. Sebagaimana yang 

diurtgkapnya yak:rti : 

" Di suruh usulkan sebanyak-banyaknya tetapi tidak direalisasikan, mungkin 
sebaiknya cukup satu tapi direalisasikan. Bagaimana kita mau merincikan 
langkah-langkahjika belum ada kepastian". (wawancara 25 April2017) 

Dari hal tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

1. Belum adanya kepastian anggaran dalam mengakomodir kegiatan tersebut 

sehingga dipandang sebagai kesia-siaan saja; 

2. Keterbatasan sumber daya manusia yang ada dalam menetapkan langkah-langkah 

rinci tersebut. 

6. Merancang anggaran. 

Perencanaan anggaran di sini bukan berarti menghitung uang, melainkan suatu 

usaha untuk menyusun alokasi anggaran atau sumber daya yang tersedia. Penyusunan 

anggaran ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah perencanaan. Kekeliruan 
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dalam menyusun alokasi, akan membuat suatu rencana kandas di tengah jalan. Anggarm1 

juga bisa bennakna sebagai sarana kontrol. 

Merancang anggaran belum sepenuhnya terdapat dalam Perencanaan partisipatif 

di Kabupaten Bulungart. Dalam dokumert Hasil Musrertbang Kecamatart terdapat salah satu 

kolom yang berisi sumber dana atau dalam musrenbang Desa/k:elurahan disebut pagu 

indikatif. Seperti di jelaskan sebelumnya bahwa hasil musrenbang hanya usulan kegiatan. 

Kemudian menurut informan hampir mempunyai jawaban sama bahwa dalam kolom 

tetsebut hanya sekedar usulart dart perkiraaart saja tidak ada kepastian alokasi dana. 

Kalaupun ada anggaran lebih kepada estimasi atau perkiraan saja. 

Hal ini seperti yang dikemukan oleh Kasubag Perencanaan Bappeda Kab 
Bulungan: 

" Musrenbang hanya berisi usulan kegiatan saja ... hubungannya dengan anggaran 
dibutuhkan dibuat pada saat penyusunan DPA setelah angggaran diputuskan oleh 
DPRD, disitu SKPD menyusun anggaran secara rinci kegiatan-kegiatan yang akan 
dilakukan ... " (Wawancara 25 April2017) 

Merancang anggaran membutuhkan ilmu pengetahuan atau sumber daya manusia yang 

mumpuni, sedangkan pada masyarakat yang berada di daerah pedesaan kemampuan belum 

cukup untuk menghitung berapa anggaran yang dibutuhkan. Sehingga masyarakat hanya 

mengusulkart kegiatan sa.ja sesuai dengan yartg dikemukakan oleh anggota BPD tartjung 

palas barat yakni : 

"Bagaimana mau merancang anggaran, kemampuan untuk menghitung berapa 
jumlah barang yang dibutuhkan untuk pembangunan saja masyarakat relatif 
tidak paham". (wawancara 27 April2017) 

43265.pdf



159 

Dalam studi dokumentasi yang dilakukan terhadap usulan dalam musrenbang 

kecamatan yang ada di Kecamatan Tanjung Palas Barat, Bunyu dan Tanjung Selor, didapat 

data yakni: 

Tabel. 4.16 

Daftar Urutao Kegiatan Prioritas Kecamatao Taboo 2017 

di Kecamatao Taojuog Palas Barat : 

Kegiatao Lokasi Output · Outcome Target APBD 

Pembangunan air bersih Long Air Tersedianya 15Km 0 
Beluah bersih kebutuhan air 

Peningkatan Badan Jalan Long Jalan Tersedianya 3Km 0 
DalamDesa Beluah infrastruktur jalan 

des a 
Pembukaan badan jalan sei Long Jalan Meningkatkan 1,5 .Km 0 
beluah menuju GOR Beluah badan jalan desa 
Pengerasan Badan Jalan Long Jalan Meningkatkan 4,5Km 0 

Beluah badan jalan desa . 
Sumber : Hasii Musrenbang Kecamatan TanJung Palas Barat 

Tabel. 4.17 

Daftar Urutao Kegiatao Prioritas Kecamatao Taboo 2017 

di Kecamatao Buoyu : 

Kegiatan Lokasi Output Outcome Target 

Pembebasan Lahan SMK Bunyu Lahan Tersedianya 5 ha 
sarana pendidikan 

Pembangunan Gedung Bunyu Gedung Meningkatkan 1 paket 
SMK pembelajaran 

siswa 
Pembangunan Pelabuhan Bunyu Jembatan Tersedianya 1 paket 
Rakyat Pen urn pang sarana transportasi 
Speed I aut 
Pembangunan Pelabuhan Bunyu Pelabuhan Tersedianya 1 paket 
Bongkar Muat Barang saran a bongkar 

muatbarang 
Sumber: Hasi1 Musrenbang Kecamatan Bunyu 

APBD 

2.000.000.000 

10.000.000.000 

40.000.000.000 

50.000.000.000 

43265.pdf



Tabel. 4.18 

Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Taboo 2017 

di Kecamatan Tanjung Selor: 

Kegiatan Lokasi Output Outcome Target 

Penerangan Jalan (Solar Tg. Selor Lampu Meningkatkan 3 unit 
Seal) RT. 01 Kp. Arab Hulu Jalan keamanan 

lingkungan 
Jaringan PDAM Tanjung Tg. Selor Air Kebutuhan 2 paket 
Rumbia dan Bulu Perindu Hulu Bersih Masyarakat 
Penyiringan Sungai Kayan Tg. Selor Siring Melancarkan 600m 
Bulu Perindu RT. 16,17,15 Hulu Transportasi 
Jalan usaha tani Tg. Selor Jalan Melancarkan 1 km 

Hulu Transportasi 
. . 

Sumber : Hasll Musrenbang Kecamatan TanJung Selor 

160 

APBD 

0 

0 

0 

70.000.000 

Hal yang berbeda disampaikan oleh Lurah Tanjung Selor Hulu, bahwa untuk 

kemampuan merancang anggaran secara pasti bisa saja dilakukan ketika dilakukan survey 

kelapangan. Namun karena ini sifatnya usulan sehingga belum pasti diakomodir usulan 

kegiatan terse but. Sebagaimana disampaikannya yakni : 

"Anggaran untuk kegiatan tersebut bisa saja dihitung, namun jika belum ada 
kepastian, mubazir saja dihitung jika nantinya bel urn dapat diakomodir. Kalau 
di akomodir Alhamdulillah tapi jika tidak, huang waktu saja". (wawancara 
tanggal 13 April 20 17) 

Hal senadajuga disampaikan o1eh Camat Tanjung Se1or bahwa: 

"setiap usulan kegiatan ada yang sudah mengusulkan menggunakan anggaran 
namun ada juga yang tidak. Jika dilihat lebih teliti bahwa usulan kegiatan yang 
telah mencantumkan anggaran relative hanya sekedar estimasi atau perkiraan 
saja tidak ada survey tenta.ng kebutuhan maupun rencana anggaran biaya 
terhadap kegiatan tersebut". (wawancara tanggal 15 April 2017) 

Dalam musrenbang baik di tingkat desa/k:elurahan maupun kecamatan hingga 

Kabupaten, tidak dilakukan pembahasan tentang anggaran karena saat musrenbang belum 

ada kepastian anggaran setiap kegiatan hanya masih bersifat usulan-usulan kegiatan yang 

diajukan oleh masyarakat. 
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Berdasarkan analisis data dapat di ketahui bahwa: 

1. Merancang anggaran te\ah dilakukan namun tidak pada semua kegiatan khususnya 

yang bersifat normatif. Contohnya pelatihan pembudidayaan ikan lele atau 

sejenisnya; 

2. Merancang anggaran masih bersifat estimasi atau perkiraanlprediksi dari tidak 

menghitung secara detail anggarannya. 
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3. Pembahasan 

A. Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten 

Bulungan 

Pembangunan akan beljalan dengan baik apabila diawali dengan 

sebuah perencanaan yang baik dan proses perencanaan yang baik seharusnya 

melibatkan banyak pihak. Dengan demikian petencanaan yang dihasilkan. 

merupakan perencanaan bersama dan dalam implementasinya dilaksanakan 

secara bersama pula. 

Di satu sisi pembangunan adalah untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat sehirtgga rttasyarakatlah yang lebih tahu tentang kebutuhartrtya, di 

sisi lain harus ada campur tangan dari pemerintah agar kegiatan pembangunan 

dapat terarah sehingga tercapai tujuan pembangunan, maka diperlukan strategi 

pembangunan yang dapat memadukan keduanya. Perpaduan antara paradigm 

perencanaan pembangunan top down (dari pemerintah) dan bottom up (dari 

masyarakat), maka timbul dan berkembang paradigma barn yang kemudian 

dikenal dengan pembangunan partisipatif (participatory development) yaitu 

perpaduan antara bottom up dan top down, dimana pemerintah dan masyarakat 

bersama-sama terlibat dalam proses pembangunan mulai dari membuat konsep, 

merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan menikmati hasil pembangunan. 

Kegiatan perencanaan pembangunan daerah termasuk di Kabupaten 

Bulungan juga telah menerapkan perencanaan partisipatif. Perencanaan 

pembangunan daerah (perencanaan partisipatit) dilaksanakan melalui forum 

musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Dasar hukum yang 
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melandasi pelaksanaan perencanaan partisipatif dalam pembangunan daerah 

melalui forum musyawarah perencanaan.pembangunan (musrenbang) ini adalah 

Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional dan adanya refor.tnasi sistem pengelolaan keuangan negara yaitu 

melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang 

di dalatrulya mengatur penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belartja 

Negara (RAPBN) yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan 

pertyusurtan Rencan<t Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang 

berpedoman pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). 

Sistem Petencanaart Pertlbartgunan Nasiona.I merupaka.n satu kesa.tuan 

tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan 

dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh 

unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. 

Tujuannya ada.lah: 

1) Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. 

2) MeJliamin terciptanya integrasi, sinktonisasi, dan sinergi baik antar daerah, 

antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan 

daerah. 

3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan dan pengawasan. 

4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 

5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, 

berkeadilan dan berkelanjutan. 
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Ada 4 (empat) pendekatan dalam proses perencanaan pembangunan daerah 

yaitu: 

l) proses politik. 

2) proses teknokratik. 

3) proses partisipati£ 

4) proses bottom-up dan proses top-down. 

Proses perencanaan di Kabupaten Bulungan telah menyentuh keempat 

pendekatan tersebut. Proses politik dilaksanakan dengan penetapan visi, misi dan 

program kerja kepala daerah. Proses teknokratik dilaksanakan oleh perencana 

pada dinas/lembaga!unit organisasi yang secara fungsional melakukan 

perencanaan. Sedangkan proses partisipatif dilaksanakan melalui forum 

musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dengan melibatkan 

seluruh stakeholder yang ada. Proses top down dilaksanakan dengan penetapan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penerbitan 

petunjuk pelaksanaan forum musrenbang agar proses perencanaan pembangunan 

dapat terarah. Sedangkan proses bottom up dilaksanakan dengan penjaringan 

aspirasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan. 

Dalam proses perencanaan pembangunan di daerah proses politik berupa 

visi, misi dan program kepala daerah. Proses politik akan menjadi acuan pada 

penyusunan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Daerah. RPJM 

dijabarkan dalam dokumen RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 

selanjutnya RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD (Rencana Anggaran 
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Pendapatan dan Belanja daerah). Sejalan dengan yang dikemukakan Lincolin 

Arsyad (200 I), menurut jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat 

diklasifikasikan atas tigajenis yaitu: perencanaanjangka paftiang, perencanaan 

jangka mertettgah dan perencartan jangka pendek. RPJMD adalah jangka 

menengah dan RKPD adalah jangka pendek. 

Dalam proses politik juga ada keterlibatan dari DPRD dalam pengusulan 

kegiatan-kegiatan. Usulan kegiatan itu diperoleh melalui basil reses dari anggota 

DPRD sesuai dengan derah pemilihannya masing-masing yang nantinya akan 

mertjadi pokok-pokok pikiran DPRD Kabupatert Bulungan. 

Pokok-pokok pikiran DPRD ini memiliki bargaining posision yang relative 

kuat mengingat terdapat pengawalan yang dilakukan oleh anggota DPRD 

tersebut mulai dari perencanaan hingga penganggaran. Bahkan secara kasat mata 

dapat kita lihat bahwa usulan yang benar benar mumi dari masyarakat melalui 

sarana musrenbang terkadang belum dapat menjadi prioritas dalam perencanaan 

pembangunan daerah. Namun usulan yang_terdapat pada pokok-pokok pikiran 

ini relative tidak banyak karena lebih mengarah kepada kegiatan yang sifatnya 

langsung menyentuh kepada kebutuhan masyarakat seperti semenisasi jalan, 

rehab sekolah atau bantuan hibah/bansos dan yang lainnya. 

Perjuangan yang bersifat politis dari anggota DP]UJ ini yang berbentuk 

usulan kegiatan ini hakikatnya adalah dalam rangka mef1iaga konstituen agar 

tetap memilih pada peri ode mendatang dan juga sebagai bentuk ucapan terima 

kasih atas dukungan yang telah diberikan kepada anggota DPRD tersebut. 
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Proses perencanan yang bersifat teknokratik lebih mengarahkan kepada 

konsep dan metode ilmiah dalam rangka memproyeksi kerangka pendanaan, 

kerangka ekonomi daerah, evaluasi serta arah kebijakan makro secara 

menyeluruh. Dalam perertcanaan pembangunan daerah konsep ini diteljemahkan 

dalam pembuatan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang 

nantinya akan digunakart dalam pertyamapaian dalam musrertbartg baik di 

kecamatan maupun dikabupaten. Rancangan awal RKPD ini juga akan dilakukan 

kortsultasi publik yang akan melibatkan unsur para akademisi. Dengan pelibatan 

para akademisi dalam penyusunan rancangan awal RKPD ini diharapkan hasil 

yang akan diperoleh yakni perencanaan pembangurtan dapat dipertartggung 

jawabkan secara konteks dan secara ilmiah. 

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Soekartawi (I 990) bahwa dalam 

suatu perencanaan pembangunan terdapat beberapa unsur pokok yang secara 

garis besar mencakup hal-hal sebagai berikut : Kebijaksanaan dasar atau strategi 

dasar, sering juga disebut sebagai tujuatt, arah datt prioritas pembangunan; 

Adanya kerangka rencana, seringkali disebut kerangka makro rencana; Perkiraan 

sumbet-sumber perttbartgunan khususnya sumber-sumber pembiayaan 

pembangunan. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan ini merupakan 

keterbatasan dalam usaha pembattgurtart, karena itu sangat perlu diperkirakatt 

secara seksama; dan Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten. 

Berbagai kebijaksanaart harus ditumuskart dan kemudiart dilaksanakart. Satu 

sama lain kebijakan tersebut hams serasi dan konsisten, terlebih lagi yang 

menyangkut kebijakan tentang fiskal dan penganggaran; 
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Sjafrizal (2014) menyatakan bahwa perencanaan pembangunan adalah cara 

atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien 

sesuai dengan kondisi daerah yang memiliki komponen utama yakni : 

1) Merupakan usaha Pemerintah secara terencana dan sistematis untuk 

mengendalikan dan mengatur proses pembangunan. 

2) Mencakup peri ode jangka panjang, menengah dan tahunan. 

3) Menyangkut dengan variabel-variabel yang mempengaruhi pertu.mbuhan 

ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan baik secara langsung maupun 

tidak Iangsung. 

4) Mempunyai suatu sasaran pembangunan yangjelas sesuai dengan keinginan 

masyarakat. 

Perencanan partisipatif melalui forum musrenbang yang dilaksanakan di 

Kabupaten Bulungan telah melibatkan masyarakat dan stakeholder yang terkait 

dalam salah satu proses atau tahapan pembangunan yaitu dalam perencanaan. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Bryan dan White (1989) yang menyatakan 

bahwa "Pembangunan yang ''people centered" merupakan upaya untuk 

meningkatkan kemampuan manusia dalam menentukan nasib dan masa 

depannya, ini berarti melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapan 

ptoses pembangUilan." Hal senada diungkapkan oleh Tjokroamidjojo (1995) 

mengemuk:akan bahwa keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan 

pembangunan tergantung dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat Hal ini 

dapat dikatakan bahwa, seiring dengan perkembangan demokrasi, maka faktor 
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keterlibatan multi stakeholders dalam proses perencanaan pembangunan daerah 

semakin menguat. 

Peranan seluruh stake holder yang ada dapat membawa sebuah keputusan 

yang baik dalam menentukan kegiatan yang benar-benar prioritas dalam 

pelaksanaan pembangunan daerah. Sebagaimana yang disebutkan bahwa ketika 

hadir anggota DPRD maupun dari SKPD pada saat musrenbang tersebut maka 

masyarakat antusias dalam mengikuti acara nya dikarenakan masyarakat dapat 

mertyampaikart secara lartgsurtg pennasalahan yang ada kepada para perterttu 

kebijakan di daerah. 

Perencanaan top down dan bottom up merupakan perencanaan yang 

dilakukan secara bersama sama yakni bagaimana usulan masyarakat yang 

dihimpun dan diusulkan melalui musyawarah yang partisipatif dan demokratis 

mulai dari tingkat pernerintahan paling rendah ( desa/k:elurahan) yang selanjutnya 

diteruskan kepada tingkat pernerintahan di atasnya di sinergikan dengan usulan 

yang rnerupakan kebijakan dari Pernerintah Da:erah sesuai dengan target-target 

yang telah ditetapkan dalam kerangka visi dan rnisi serta arah pernbangunan. 

Jika usulan kegiatan tersebut nantinya disetujui untuk dilaksanakan, maka 

diharaplc_an kegiatan pernbangunan yang telah rnenjadi kebutuhan rnasyarakat 

tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan hasilnya berrnanfaat bagi 

rnasyarakat guna mernenuhi kebutuhan dan rnengatasi perrnasalahan yang 

dihadapi. Pelaksanaan sinergitas tersebut akan rnernunculkan usulan kegiatan 

skala prioritas. Kegiatan prioritas tersebut akan di rangking yang mana yang 
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lebih utama di dahulukan dalam pengusulan kegiatannya. Sehingga ketika pagu 

anggaran SKPD telah diberikan maka kegiatan tersebut dapat di upayakan untuk 

masuk ke dalam anggaran. 

Dapat dipahami juga bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam 

berbagai tahapan forum Musrenbang pada dasamya meliputi: menampung 

usulan-usulan kegiatan untuk mengatasi permasalahan, membahas dan 

menentukan pilihan dari sejumlah usulan yang ada dengan mempertimbangkan 

berbagai faktor yaitu urgensinya, manfaatnya, dampaknya terhadap lingkungan, 

kesesuaian dengan kebijakart pembartgurtart daemh, dart plafort/pagu dana yang 

tersedia. Forum musrenbang tingkat desa adalah forum untuk menjaring aspirasi 

masyarakat. Forum Musrenbang tahap lanjut (Musrenbang Kecamatan, Forum 

SKPD, dan Musrenbang Kabupaten) adalah forum untuk menampung aspirasi 

masyamkat dart untuk mensirtktortkart kegiatan pembangunart lirttas sektotal. 

Keluaran dari Musrenbang ini masih tetap berupa usulan-usulan, yang disusun 

betdasarkan urutart priodtas. Dapat dikatakart bahwa tahapan perencanaan 

pembangunan yang dilaksanakan melalui forum musyawarah perencanaan 

pembartgunart (ru.ustenbartg) beluru. memertuhi kriteria tahapan perertcartaati 

pembangunan menurut Abe (2002) yang mengungkapkan bahwa perencanaan 

pembartgurtan mempurtyai tahapart-tahapan antam Iaitt pertyelidikan, 

perumusan permasalahan, menentukan tujuan dan target, mengidentifikasi 

sllrtlbetdaya (dayadukurtg), merllrtluskart rencana ketja, dati mertentukati 

anggaran (budget) yang hendak digunakan dalam realisasi rencana 
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Secara makro proses perencanaan pembangunan daerah dengan model 

perencanaan partisipatif yang dilaksanakan melalui forum musrenbang di 

Kabupaten Bulungan sudah dilaksanakan mulai dari tingkat desa tingkat 

kecamarart dan tingkat kabupaten. Namun dalarn pelaksanaan musrenbang 

tersebut (pada semua tingkat), masyarakat belum memiliki bargaining posision 

yang kuat dalam "rnemaksa" Pemerintah Daerah untuk mengakomodir usulah 

kegiatan yang di ajukan. Walaupun perwakilan SKPD dan DPRD telah hadir 

pada saat musrenbang, tetapi dalam musrenbang tersebut belum adanya usulart 

yang konkrit akan dilaksanakan di daerah tersebut dikarenkan baru berbicara 

pada tatartan perenca.naart belum menyentuh pada aspek anggaran.. 

Sehingga akan terkesan pelaksanaan proses perencanaan pembangunan 

daerah (Musrenbang) dilaksanakan masih sebatas formalitas yaitu sekedar 

memenuhi peraturan ketentuan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Tjokroamidjojo (1995) yang mengungkapkan bahwa menggerakkan sebuah 

perencanaan partisipatif membutuhkan prakondisi untuk mentransformasikan 

kapasiras kesadaran dan ketrampilan masyarakat, sehingga bisa keluar dari 

tradisi diam, apatis, pasrah dan cenderung menyembunyikan maksud di bawah 

petnlukaan. Selama hal ifii tidak terjadi, maka partisipasi ha.nya akan terlib.at 

sebagai formalitas partisipati£ 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa 

dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif di Kabupaten Bulungan, 

proses perencanaan top down dan bottom up lebih secara nyata dapat 
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merefresentasikan kebutuhan riil masyarakat karena disanalah sebagai ajang 

sinergitas antar para pelaku kepentingan untuk melakukan kompromi, negosiasi, 

musyawarah dalam menentukan suatu prioritas kegiatan dan perangkingan 

kegiatan. Selain itu juga belum adanya sebuah kebijakan yang mengikat bahwa 

kegiatan prioritas harus diutamakan dibandingkan dengan kegiatan yang bersifat 

penduklliig. 

B. Tahapan tahapan perencanaam pembangunan partisipatif di Kabupaten 

Bulungan. 

1) Penyelidikan 

Penyelidikan adalah sebuah proses untuk mengetahui, menggali dan 

mengumpulkan persoalan-persoalan bersifat lokal yang berkembang di 

masyarakat. Penyelidikan di sini bukan sebagai kegiatan akademis, melainkan 

kegiatan yang menjadi bagian dari upaya perubahan. Dalam proses ini, 

ketetlibatan masyarakat menjadi faktor kunci yang tidak bisa ditawar. Ptoses 

penyelidikan adalah proses mengajak masyarakat untuk mengenali secara 

seksama problem yang mereka hadapi. 

Dalam proses penyelidikan ini, masyarakat diajak untuk terlibat dalam 

menggali permasalahan-permasalaha.n yang ada, dikatettakart ruasyarakat 

yang relatif lebih mengetahui permasalahan yang ada di daerahya. 

Sebagaimana yang dikemukakart oleh Blakely dalam Arsyad (1999) 

menyatakan bahwa salah satu tahap yang sangat penting dalam perencanaan 

adalah pengumpulan dan analisis data. Hal ini sangat logis karena data 

merupakan input yang sangat penting dan sangat mempengaruhi output yang 
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dihasilkan. Jika kualitas inputnya jelek, maka pasti jelek pula outputnya. Jika 

kualitas inputnya baik, maka outputnya tergantung prosesnya: 

Sebagai upaya dalam menggali permasalahan-permasalahan yang ada, 

maka masyarakat terlibat aktif dalam pengusulan kegiatart-kegiatan yang 

dianggap memang dibutuhkan dan disampaikan pada saat musrenbang. 

Sebagaimana terungkap bahwa usulan kegiatan yang diajukan olen 

masyarakat setiap tahunnya selalu banyak dengan harapan dapat terakomodir. 

Keterlibatan masyatakat secara aktif dalam perencanaan sejalan 

dengan pendapat Alexander Abe (2002:81) yang mengemukakan 

pengettian perencanaan partisipatif sebagai berikut "petencanaan pattisipatif 

adalah perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan 

masyarakat, dan dalam prosesnya melibatkan rakyat (baik secara langsung 

maupun tidak Iangsung) tujuan dan cara hams dipandang sebagai satu 

kesatuan. Suatu tujuan untuk kepentingan rakyat dan hila dirumuskan tanpa 

melibatkan masyarakat, maka akan sangat sulit dipastikan bahwa rumusan 

akan berpihak pada rakyat." 

Keterlibatan ini jangan sampai membuat bosan masyarakat dengan 

banyaknya usulan kegiatan yang tidak terakomodir dalam pembangunan 

daerah. Sehingga masyarakat selalu berkata percuma saja diadakan 

musrenbang namun tidak ada yang terakomodir. Perlu adanya suatu 

musyawarah yang benar-benar dapat menjadi ajang sinergitas dan ajang 

komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan didaerah. Sebagaimana 

yang dikemukakan Verhangen (1979) bahwa partisipasi merupakan suatu 
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bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan 

pembagian kewenangan, tanggung jawab dan manfaat. Tumbuhnya interaksi 

dan komunikasi tersebut, dilandasi oleh adanya kesadaran yang dimiliki oleh 

yang bersangkutan mengenai: 

a) Kondisi yang tidak memuaskan, dan harus diperbaiki; 

b) Kondisi tersebut dapat diperbaiki melalui kegiatan manusia 

masyarakatnya sendiri; 

c) Kematrtpuartnya untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dapat 

dilakukan; 

d) Adartya kepercayaan diri, bahwa ia dapat memberikan sumbartgan yang 

bermanfaat bagi kegiatan yang bersangkutan. 

Partisipasi masyarakat juga penting agar usulan-usulan yang muncul 

nantinya bukan sekedar hanya usulan yang tidak jelas adanya tetapi usulan 

kegiatan tersebut lebih kepada kebutuhan riil yang memang dibutuhkan 

masyarakat sebagaimana menurut Conyers (1994: 154), yang mengatakan 

terdapat tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat 

penting dalam pembangunan, yaitu: 

a) partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi 

mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa 

kehadirannya program pembangunan serta proyek -proyek akan gagal. 

b) bahwa masyarakat akan Iebih mempercayai proyek atau program 

pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan 
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perencanaanya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek 

tersebut. 

c) adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat 

dilibatkan dalam pembangunan masyarakat sendiri. 

Kegiatan musrenbang yang dilakukan sering kita mendengar seperti 

meteka mengajukan usulan selalu di awali dengan mohonjadi pethatiah pihak 

terkait mengingat kegiatan-kegiatan yang diusulkan berkali-kali belum dapat 

terakomodir". Ini menandakan bahwa diharapkan para pemangku 

kepentingan dapat melihat secara jelas dan nyata bahwa masyarakat butuh 

pethatian Iebih dan berhatap ada kehaditart Pemerirttah dalam berttuk kegiataii 

nyata di daerahnya. 

Masyarakat jika dilihat secara urn urn telah turut berperan aktif dalam 

setiap musrenbang, ini terbukti dengan tingkat kehadiran yang tinggi yang di 

ikuti oleh semua lapisan masyarakat mulai dari perwakilan RT, perwakilan 

BPD, Kepala Desa, bahkan dari SKPD teknis pun turut hadir beserta dengan 

anggota DPRD. 

Dari basil penelitian yang ada bahwa untuk mengetahui, menggali dan 

mengumpulkan informasi yang bersifat lokal dalam perencanaan di 

Kabupaten Bulungan telah ada dari tingkat RT. Masalah -masalah yang 

dikumpulkan sebanyak banyak nya dalam rangka untuk mengetahui 

permsalahan yang ada didesa tersebut untuk dapat dicarikan solusi dalam 

penyelesaiannya. Masalah tersebut dikumpulkan untuk nantinya dapat 

diseleksi dan ditentukan mana yang akan didahulukan dalam pelaksanaannya. 
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Berkaitan dengan proses untuk mengetahui, menggali, dan 

mengumpulkan informasi yang bersifat lokal dalam perencanaan partisipatif 

dengan melihat suatu proses perencanaaan sama dengan tahap pengumpulan 

data atau irtfonnasi. Hal senada oleh pertdapat Bertdavid-val ( dalam Kuncoro, 

2013;49-50) Pengumpulan data bukan merupakan suatu tahap dalam 

prosesperertcartaan secata keseluruhart, tetapi secara terns m.erturus berfurtgsi 

mendukung dan menyediakan informasi pada setiap tahap perencanaan, 

Bertdavid-val menambahkan bahwa beberapa basil utama pengumpulan data 

dan analisis data adalah mencakup evaluasi siklus perencanaan sebelumnya 

dart kirterja dari l)royek-proyek pembartgurtart sebelumnya yang dilakukan di 

daerah tersebut. Hal senadajuga disampaikan oleh menurut Wrihatnolo dan 

Nugoroho D (2006:42-43 ) menjelaskart unsur-unsur pokok dan siklus dalam 

perencanaan embangunan salah satunya adalah pengumpulan informasi 

untuk perencanaan (input untuk analisis dan perumusan kebijaksanaan). 

Berdasarkan hasil penelitian dan dengan membandingkan teori yang 

ada, dapat dinyatakan bahwa pada tahapan penyelidikan dalam proses 

perencanaan di Kabupaten Bulungan dapat diketahui bahwa dalam menggali 

dan mengumpulkan informasi serta masalah masalah yang ada di daerah 

tersebut dilakukan dengan keterlibatan masyarakat secara aktif dari mulai 

tingkat desa hingga tingkat Kabupaten. Namun penggalian masalah ini 

dilakukan oleh masyarakat sendiri tanpa ada keterlibatan dari pihak akademisi 

atau pihak lain yang lebih independen, sehingga masalah-masalah yang 

diusulkan adalah mumi dari usulan masyarakat. Dalam usulan dari 
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masyarakat ini rentan terhadap usulan-usulan yang bersifat keinginan dan 

bukan kebutuhan. Perlu adanya kejelian dari para pemangku kepentingan 

dalam menggali permasalahan di daerah tersebut. 

2) Perumusan masalah. 

Perumusan masalah adalah tahap Ianjut dari basil penyelidikan. Data 

atau infortnasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikiart rupa sehirtgga 

diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh dan mendalam. Untuk mencapai 

peruthusan, pada dasamya dilakukan suatu proses analisis atas informasi, data 

dan pengalaman hidup masyarakat. Proses analisis sendiri bermakna sebagai 

tirtdakart untuk m.enemukart kaitan antara satu fakta dengart faktA yang lain. 

Apa yang dirumuskan harus sederhana, jelas dan kongkrit. 

Agar rumusan masalah dapat mencerminkan kebutuhan dari 

komunitas (masyarakat), tidak ada cara lain kecuali melibatkan masyarakat 

dalam proses tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah 

mengusahakan agar masukan data yang dihimpun benar-benar merupakan apa 

yang dirasakan dan apa yang menjadi keprihatinan dari masyarakat. Dalam 

hal ini, tidak semua apa yang disampaikan masyarakat harus diterima, justru 

pada saat itulah momentum untuk bersama-sama masyarakat memilah-milah 

mana segi-segi yang merupakan kebutuhan dan mana yang sekedar keinginan. 

Suatu keinginaan tentu saja memiliki kadar subjektifitas yang tinggi, dan 

cenderung tanpa batas yang jelas. Oleh sebab itu yang hendak menjadi 

prioritas adalah menjawab kebutuhan-kebutuhan dasar dari masyarakat. 
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Sejalan dengan yang disampaikan syafrizal bahwa prioritas 

pembangunan didasarkan pada beberapa pertimbangan tertentu, antara lain: 

a) Program dari sektor yang diprioritaskan sebaiknya berhubungan erat 

dengan visi dan misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan semula 

sehingga pencapaian visi dan misi tersebut menjadi lebih terjamin sesuai 

dengan janji yang dibetikan pada masyatakat saat Pilkada. 

b) Program dan sektor yang diprioritaskan sebaiknya mencakup sebagain 

besat dari kehidupart sosial eonomi pada negara dart daerah bersangkutan~ 

c) Kegiatan dan sektor tersebut sektor unggulan dan mempunyai keuntungan 

kompetatif tinggi sehirtgga dapat dihatapkan untuk mendotofig 

peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada 

negara dan daerah yang bersangkutan; 

d) Program dan kegiatan tersebut dapat mendukung dan bersinergi dengan 

kegiatan lainnya sehingga proses pembangunan secara keseluruhan akan 

menjadi lebih maju dan berkembang; 

e) Program dan kegiatan yang diprioritaskan haruslah yang layak dalam arti 

manfaatnya yang dapat diberikan adalah lebih besar dari biaya yang 

diperlukan untuk pelaksanaannya; 

f) Program dan kegiatan tersebut sesuai dengan kondisi sosial ekonomi 

daerah yang bersangkutan sehingga pembangunan tidak mendapatkan 

reaksi negatif dari masyarakat setempat. 

Dalam setiap perumusan masalahlidentifikasi masalah akan terjadi 

perdebatan dalam menentukan yang mana yang a:kan menjadi prioritas atau 
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didahulukan dalam usulan kegiatannya sebagaimana yang terjadi saat 

musrenbang yakni setiap usulan yang masuk akan dibahas dan diseleksi dan 

dirangking sesuai dengan prioritasnya. Pasti dalam seleksi tersebut ada 

petdebatatt namutt itu sesuatu hal yang lumrah dalan1 rttustertbattg. Yang 

penting terjadi kesepakatan terhadap usulan yang diprioritaskan. 

Dari musyawarah tetsebut telah terangkum 92 usulan kegiatah 

pembangunan dan 12 usulan kegiatan ditetapkan sebagai usulan kegiatan 

prioritas yang keseluruhannya dituartgkan dalam Berita Acara Hasil 

Kesepakatan Musrenbang. Inilah fungsi dari perumusan masalah dimana 

usulan yang banyak tersebut dapat mengerucut menjadi usulart yang benar

benar perlu penanganan yang lebih cepat. Sebagiaman yag dikemukakan oleh 

Wicaksono dan Sigiarto (Wijaya, 2001) bahwa perencanaan partisipatif 

adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan 

kemampuan secara mandiri. Keduanya mengemukakan ciri-ciri perencanaan 

partisipatif sebagai berikut: 

a) Terfokus pada kepentingan masyarakat. 

b) Perencanaan program berdasarkan pada masalah dan kebutuhan yang 

dihadapi masyarakat. 

c) Perencanaan disiapkan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang 

memenuhi sikap saling percaya dan terbuka. 

3) Partisipatoris (keterlibatan) 
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Setiap masyarakat melalui forum pertemuan, memperoleh peluang 

yang sama dalam sumbangan pemikiran tanpa dihambat oleh kemampuan 

berbicara, waktu dan tempat. 

Keruudian hampit sarna dengan apa yang dikatakan Samsura (2003;2) 

menjelaskan kriteria-kriteria dati perencanaan partisipatif sebagai berikut : 

a) Ada.nya. pelibata.n seluruh stakeholder. 

b) Adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan 

legitimate. 

c) Adanya proses politik melalui upaya negoisasi atau urun rembuk yang 

pada akhimya rnengarah pada pembentukan kesepakatart betsama 

(collective agreement) 

d) Adanya usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran 

kolektif yang merupakan bagi dati proses demokratisasi 

Menurut GTZ (German Technical Cooperation) dan USAID-Clean 

Urban Project (2000) mendefmisikan Perencanaan Pembangunan Daerah 

adalah " ... suatu yang sistematik dati pelbagai pelaku (aktor), baik umum 

(publik), swa.sta. m.a.upun kelompok m.asyarakat Iainnya pada tihgkatan yang 

berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan aspek-aspek fisik, sosial

ekortomi dart aspek- aspek lirtgkungan Iainnya ... " Dati dua defirtisi tersebut 

dapat diketahui bahwa membahas kebijakan publik khususnya Formulasi 

kebijakan publik betarti membicatart aktot-aktot yang terlibat dart hubungaii 

antar actor untuk memecahkan masalah. 
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Perencanaan pembangunan di Kabupaten Bulungan sudah terjadi 

dialog secara langsung antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten 

dalam Musrenbang baik di tingkat Kecamatan hingga Kabupaten, walaupun 

irtertutut teoti transaktif dialog terjadi an tara Masyarakat dengan Perencana ( 

fasilitator) dalam hal ini perencana sebagai mediator antara masyarakat dan 

Pemerintah sehihgga akan memunculkan kesepakatan pembangun.art arttata 

masyarakat dan pemerintah daerah, tapi setidaknya dalam musrenbang 

masyatakat diajak urttuk mertggali Mengetahui, menggali, dan 

mengumpulkan informasi masalah-masalah yang ada disekitamya. kemudian 

masalah tersebut di seleksi atau dirumuskart sehungga dihasilkart masalah 

yang memang benar-benar harus segera ditangani. 

Dalam dialog tersebut akan terjelaskan bahwa bagaimana peranan 

SKPD dalam menyikapi permasalahan yang diajukan oleh masyarakat 

sehingga di forum tersebut ada titik temu antar masyarakat dan SKPD 

pelaksana. Sering juga hambatart terjadi pada masyarakat itu sendiri dalam 

pelaksana kegiatan sebagaimana contoh tentang usulan kegiatan 

pembartgurtart sekolah rtamurt lahart yang disediakart serihg tetdapat tumpang 

tindih atau sengketa, sehingga dalam pelaksanaannya pun dapat menjadi 

hambatart. Apalagijika telah disetujui mertjadi anggarart, akan terdapat ke sia

sia an dalam penganggaran. 
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Bahwa berdasarkan analisis data dan dengan membandingkan dengan 

teori yang digunakan tahap Perumusan atau identifikasi masalah daiam proses 

perencanaan pembangunan dapat diketahui 

l. Masyarakat telah secara aktif untuk dapat terlibat dalam setiap tahapan 

perencanaan pembangunan; 

2. Dalam musrenbang akan terjadi perdebatan dalam penentuan skala 

prioritas yang akan di dahulukan sehingga diperlukan kejelian dalam 

menentukan pdoritas tersebut; 

3. Pernn SKPD dalam m.ustenbang, untuk mensinetgikan antata. kegiatan top 

down dan bottom up yang dilaksanakan oleh instansi tersebut. 

4. Masyarakat terkadang cenderung belum berkontribusi secara aktif dalam 

penyiapan untuk usulan kegiatan tersebut. 

4) Identifikasi Daya Dulmng. 

Dalam masalah ini daya didukung tidak diartikan sebagai dana 

koiigkrit (uang), melaiitka.rt keseluruhan aspek ya.ng bisa memungki:rtkan. 

terselenggaranya aktifitas dalam mencapai tujuan dan target yang telah 

ditetapkart. Daya dukung yang diihaksudkan pada pennasalahan mi bisa 

bermakna ganda: (1) daya dukung kongkrit, aktual, ada tersedia dan (2) daya 

dukuiig yang metupa.kart potensi (akan ada atau bisa diusahakart). Pemahaman 

mengenai daya dukung ini diperlukan agar rencana kerja yang disusun tidak 

betsifat a.sal-asalan, tetapi benat-bertat metupakart hasil pethitungan yang 

masak. 
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Proses identifikasi daya dukung dalam proses perencanaan partisipatif 

di Kabupaten Bulungan dengan adanya musrenbang 

Desa/Kelurahan/Kecamatan hingga musrenbang Kabupaten yang dihadiri 

oleh seluruh m.asyarakat dan adanya kesepakatart prioritas kegiatan sudah 

merupakan daya dukung dari masyarakat. 

Tjoktoamidjojo ( 1995) m.engem.ukakan pertgertian petencanaan 

pembangunan sebagai suatu pengerahan sumber-sumber pembangunan 

(terrttasuk sumber-surrtber ekortoirti) yang terbatas adanya, untuk mencapai 

tujuan-tujuan, keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara lebih efisien dan 

efelcti£ 

Sejalan dengan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Arsyad (1999) 

menyatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses 

dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya

sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah 

daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru 

dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) 

dalam wilayah tersebut. 

Dalam setiap kegiatan pada prinsipnya masyarakat relative dapat 

mendukung baik melalui dana swadaya masyarakat maupun tenaga dari 

masyarakat itu sendiri, namun harus ada perhatian pemerintah daerah dulu 

terhadap usulan kegiatan yang direncanakan. Artinya masyarakat siap jika 

Pemerintah dahulu yang melaksanakannya. Dapat dicontohkan jika 

pembangunan semenisasi jalan 500 meter dan pendanaannya hanya disiapkan 
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300 meter maka masyarakat relative dapat berpartisipasi dalam penyelesaian 

kegiatan tersebut. Sebagaimana yang diutarakan oleh masyarakat bahwa 

masyarakat juga memahami bahwa semua kegiatan tersebut tidak akan 

mungkin dapat terakomodir mengingat keterbatasan anggaran yang tersedia. 

Masyarakat secara prinsip dapat mendukung dengan siap menggunakan 

swadana dari masyarakat asalkan setiap tahunnya ada kejelasan kegiatan yang 

terakomodir. 

Hal senada juga disampaikan oleh Bendavid-val (dalam Kuncoro, 

2013;49-50) Sistem Informasi perencanaan Penaksiran sumber-sumber daya 

pembangunan di luar daerah, tetapi tersedia dan potensial untuk tersedia (dana 

publik atau swasta yang dapat diinvestasikan pada bidang yang diinginkan 

oleh pembangunan ekonomi daerah, bakat-bakat khusus atau kapabilitas 

individual dan lembaga-lembaga yang dapat ditarik dan sebagainya) 

Kemudian Bratakusumah dan Riyadi (2004) menjelaskan hal sama 

yakni perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan 

pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arab 

perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah 

dan lingkungannya dalam wilayah/daerah terten~ dengan memanfaatkan 

atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan hams memiliki 

orientasi yang berdifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang teguh pada 

azas skala prioritas. 

Dalam memaksimalkan pengakomodiran usulan kegiatan, masyarakat 

juga mencari alternative pembiayaan lainnya yang diantaranya dapat melalui 
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pendanaan dari program CSR yang dilakukan oleh Perusahaan yang 

! ! 
I 

beroperasi didaerah tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh aparatur 

Desa bahwajika Pemerintah Daerah tidak dapat mengakomodir kegiatan yang 

diusulkan, maka dapat langsung mengajukan prososal kepada pihak 

perusahaan untuk dapat membiayai kegiatan tersebut. Hal ini mewujudkan 

bahwa masyarakat tidak selalu ketergantungan pada anggaran dari Pemerintah 

Daerah, tetapi dapat mengusahakan dengan daya dukung lainnya. 

Peran sector swasta perlu dilakukan dalam rangka pembangunan di 

daerah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Wrihatnolo dan Nugroho 

bahwa pembangunan secara sederhana diartikan sebagai suatu perubahan 

tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami yang mana fokus utamanya 

adalah untuk menciptakan kesejahteraan manusia. Pembangunan tersebut bisa 

meliputi pembangunan fisik, ekonomi, sosial, politik, hukum, dan lain 

sebagainya. Akan tetapi, implementasi pembangunan ini pada kenyataannya 

tidak semulus perencanaannya, ada banyak permasalahan yang menghambat, 

salah satunya adalah masalah pembiayaan pembangunan. 

Suatu perencanaan pembangunan, baik dalam bentuk program, 

kebijakan, maupun strategi dikatakan lebih lanjut oleh Wrihatnolo dan 

Nugroho hanya akan tinggal sebagai dokumen sia-sia dan tidak akan berarti 

apa-apa jika tidak dikaitkan dengan pembiayaannya. Hal ini dikarenakan 

untuk melakukan program-program pembangunan dibutuhkan biaya yang 

sangat besar sementara di lain pihak, anggaran pemerintah terbatas. Oleh 

karena itu, dalam perencanaan pembiayaan pembangunan selain perlu 
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merencanakan anggaran biaya juga perlu merencanakan alternatif sumber 

pembiayaan agar program-program pembangunan dapat tetap dilaksanakan. 

Dan CSR salah satu solusinya karena CSR (Corporate Social Responsibility) 

merupakan sebuah program yang mengimplementasikan tanggung jawab 

sosial sebuah perusahaan kepada masyarakat. 

Dengan menyandingkan hasil teori dan hasil penelitian yang ada dapat 

disimpulkan bahwa : pola pikir masyarakat sudah tidak ketergantungan lagi 

dengan anggaran pemerintah, karena secara sadar masyarakat menyadari 

bahwa keterbatasan angaran pemerintah sehingga perlu dukungan dari pihak 

ketiga maupun dan swadaya masyarakat itu sendiri. 

5) Perumusan tujuan. 

Tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, sesuatu keadaan yang 

diinginkan (diharapkan), dan karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk 

mencapainya. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 mendefinisikan 

perencanaan pembangunan sebagai berikut : "sistem perencanaan 

pembangunan nasional (SPPN) adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan 

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka 

panjang, jangkah menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur 

penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah". 

Penyampaian visi dan misi dalam pembangunan daerah telah 

dilakukan dalam setiap tahapan perencanaan agar masyarakat secara umum 

mengetahui tentang arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan di 

Kabupaten Bulungan. Namun masyarakat terkadang tidak melihat secara 
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detail tentang visi dan misi tersebut. Yang di tabu masyarakat adalah usulan 

kegiatan yang merupakan kebutuhan mereka baik itu sarana danprasarana 

khususnya infrastruktur dapat direaalisasikan oleh Pemerintah daerah. 

Sebagaimana yang dikemukakan Sjafrizal (2014) bahwa dalam 

penyusunan dokumen perencanaan pembangunan yang baik, unsur pokok 

dalam perencanan pembangunan salah satunya adalah : visi dan misi 

pembangunan. Visi pada dasamya adalah kondisi objektif yang di inginkan 

dan di cita-citakan dapat diwujudkan dimasa depan oleh seluruh lapisan 

masyarakat pada peri ode waktu tertentu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Bryson (1965), visi dapat didefinisikan sebagai kondisi yang ingin dicapai 

dimasa mendatang setelah mengimplementasikan strategi dan kegiatan 

pembangunan. Sedangkan misi pada dasamya merupakan cara dan upaya 

umum dan bersifat pokok yang akan dilakukan dalam mewujudkan dan 

merealisasikan visi yang telah ditetapkan tersebut. 

Dalam dokumen perencanaan jangka panjang 20 tahunan, telah nyata 

disebutkan arah kebijakan untuk kecamatan, diantaranya kecamatan taqjung 

selor diarah kan kepada Pengembangan industri, perkebunan, perdagangan, 

jasa, fasilitas pelayanan dan simpul pariwisata daerah, serta bidang 

pendidikan dan kesehatan, kecamatan tanjung palas barat diarahkan kepada 

Pertanian pangan, perkebunan, aksesibilitas transportasi darat dan kecamatan 

bunyu diarahkan kepada Industri pengolahan, sub terminal perikanan, 

perdagangan dan jasa, dan pariwisata. 
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Dengan arah pengembangan pada setiap kecamatan, seharusnya 

usulan kegiatan yang di ajukan sejalan dengan arah pengembangan yang ada, 

namun faktanya masyarakat lebih cenderung kepada kebutuhan fisiknya saja 

tanpa melihat arah pengembangan tersebut. Pemahaman masyarakat masih 

sebatas mengusulkan kegiatan fisik yang sifatnya jangka pendek. Hal ini perlu 

dilakukan pembenahan mengingat target yang akan dicanangkan oleh 

Pemerintah Daerah tidak akan dapat tercapai. 

Dalam mencapai tujuan yang di inginkan dibutuhkan pemahaman 

yang mendasar tentang arah pembangunan dan tujuan kita yang termuat dalam 

visi dan misi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Jangka 

Pa1Uang, Menengah maupun Tahunan. Sehingga jangan sampai apa yang 

direncanakan tidak sesuai dengan realita yang ada. Pemahaman tersebut 

diantaranya : 

1. Pemahaman tentang bidang/urusan SKPD 

2. Pemahaman tentang bentuk-bentuk dokumen Perencanaan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bulungan, Dokumen Perencanaan daerah meliputi. : 

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya 

disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 ( dua 

puluh) tahun yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan. 

b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat 

Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen 

perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. 
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c. Rencana Pernbangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pernerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

d. Rencana Pernbangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Renja-SKPD), adalah dokurnen perencanaan satuan kerja perangkat 

daerah untuk periode 1 (satu) tahim. 

3. Pernahaman tentang surnber bentuk pernbiayaan perencanaan, yaitu 

bersurnber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. 

4. Pernaharnan tentang penyelenggara perencanaan yaitu pernerintah pusat 

(Bappenas), Pernerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten (Bappeda) .. 

5. Pemaharnan ten tang SKPD yang akan rnenirnplemetasikani perencanaan 

pernbangunan : 

a Dinas Pekeijaan Urnurn sebagai pelaksana kegiatan pembangunan 

sarana urnurn sepertijalan,jembatan, dsb. 

b. Dinas Pendidikan Pernuda dan Olah raga sebagai pelaksana kegiatan 

fisik maupun non fisik bidang pendidikan 

c. Dinas Kesehatan sebagai pelaksana kegiatan fisik rnaupun non fisik 

bidang kesehatan dsb 

6. Pernahaman tentang teori perencanaan pernbangunan yang disusun 

berdasarkan konsep-konsep ilrnu politik, ilrnu ekonorni, dan ilmu 

administrasi. 

7. Pernahaman tentang cakupan wilayah perencanaan 
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8. Pemahaman tentang alur perencanaan, top-down, Bottom-up, sinergi top

down, Bottom-up. 

Pemahaman ini sebenamya mutlak harus dipenuhi dalam setiap kita 

merancang perencanaan pembangunan di daerah. Pemahaman tentang 

perencanaan ini masih relative terbatas. Yang banyak mengetahui hanyalah 

aparatur yang ada di bidang perencanaan sedangkan aparatur yang ada di 

desa maupun kecamatan dan bahkan SKPD teknis pun terkadang tidak secara 

detail memahami hal tersebut. Kondisi ini tidak sesuai dengan apa yang 

disampaikan Syafrizal (2014;24), perencanaan pada dasamya merupakan 

cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang di inginkan secara 

tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Ini 

menandakan bahwa kurang adanya sosialisasi dalam · perencanaan 

pembangunan didaerah. Padahal perencanaan merupakan langkah awal 

dalam pembangunan. 

Dari beberapa hal terse but dan menyandingkan dengan teori yang ada 

bahwa dinyatakan tujuan belum .secara maksimal digunakan dalam proses 

perencanaan partisipatif, dan tingkat pemahaman dan perencanaan yang 

termuat dalam vis~ misi dan arab pembangunan masih relative terbatas. 

5). Menetapkan langkah-langkah secara rinci 

Dari basil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa tidak terdapat 

langkah langkah rinci yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparatur 

pemerintah. Hal ini lebih disebabkan karena hasil dari musrenbang tersebut 
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hanya bersifat usulan kegiatan yang belum serta merta dapat diakomodir 

dalam pelaksanaan anggarannya. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat 

Wicaksono dan Sigiarto (Wijaya, 2001) bahwa perencanaan partisipatif 

adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan 

kemampuan secara mandiri. Keduanya mengemukakan ciri-ciri perencanaan 

partisipatif yakni fisibilitas yakni Perencanaan harus bersifat spesifik, 

terukur, dan dijalankan dan mempertimbangkan waktu. 

Bahkan secara spesifik menetapkan langkah-langkah rinci menurut 

alexander abe multak diperlukan dikarenakan suatu rencana tindakan akan 

memuat: 

a. apa yang akan dicapai 

b. kegiatan yang hendak dilakukan 

c. pembagian tugas atau pembagian tanggung jawab (siapa bertanggung 

jawab atas apa) 

d waktu (kapan dan berapa lama kegiatan akan dilakukan). 

Selain belum adanya kepastian anggaran, sumber daya manusia yang 

ada juga relative belum dapat menyusun secara detail tentang langkah

langkah apa saja yang mesti dilakukan dalam kegiatan terse but. Sebagaimana 

kita ketahui bahwa masyarakat dengan berbagai latar pendidikan yang 

relative terbatas, dan pengetahuan yang minim sangat sulit untuk 

dilaksanakan hal tersebut. Kalau pun dipaksakan hasilnya nanti tidak akan 

maksimal. 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa tidak terdapat langkah 

langkah rinci disebabkan sebagai berikut kegiatan ini hanya bersifat usulan 

dan belum dapat dipastikan terakomodir, sehinggajika dipaksakan dilakukan 

akan huang waktu, tenaga dan bahkan dana; kemampuan masyarakat masih 

relative rendah dalam menentukan langkah rinci dikarenakan dalam 

penentuan tersebut dibutuhkan keahlian yang mumpuni. 

6) Merancang anggaran. 

Perencanaan anggaran di sini bukan berarti menghitung uang, 

melainkan suatu usaha untuk menyusun alokasi anggaran atau sumber daya 

yang tersedia. Merancang anggaran tidak ada dalam Perencanaan partisipatif 

di Kabupaten Bulungan. Dalam dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan 

terdapat salah satu kolom yang berisi sumber dana atau dalam musrenbang 

Desa/k:elurahan disebut pagu indikatif. Seperti di jelaskan sebelumnya bahwa 

basil musrenbang hanya usulan kegiatan. Kemudian menurut informan 

hampir mempunyai jawaban sama bahwa dalam kolom tersebut hanya 

sekedar usulan dan perkiraaan saja tidak ada kepastian alokasi dana. 

Menurut Abe (2002) bahwa Penyusunan anggaran ini akan sangat 

menentukan berhasil tidaknya sebuah perencanaan. Kekeliruan dalam 

menyusun alokasi, akan membuat suatu rencana kandas di tengah jalan. 

Anggaranjuga bisa bermakna sebagai sarana kontrol. Penyusunan anggaran 

pada prinsipnya mutlak diperlukan agar dapat diketahui seberapa besar 

kebutuhan dalam kegiatan tersebut. 
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Dengan belum pastinya kegiatan ini terakomodir, maka masyarakat 

terlihat enggan dalam menghitung atau merancang anggaran tersebut. 

Dikarenakan akan sia-sia saja dalam menghitungnya jika usulan tersebut 

tidak terakomodir dalam pelaksanaan anggarannya. 

Belum lagi keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki. 

Masyarakat secara umum khususnya di daerah pedesaan belum dapat 

menentukan anggarannya. Disebabkan keterbatasan tingkat pendidikan 

maupun tingkat keahlian dalam menghitung anggaran kegiatan tersebut. 

Namun dari beberapa usulan kegiatan masyarakat, terdapat usulan 

masyarakat yang mencantumkan jumlah alokasi anggaran dalam kegiatan 

terse but. Setelah dilakukan wawancara temyata masih bersifat perkiraan saja 

tanpa menyebutkan secara detail anggararan tersebut. Ini tidak sejalan 

dengan prinsip perencanaan bahwa perencanaan harus disertai dengan 

penganggaran. Dengan adanya alokasi anggaran sebenamya kita dapat 

membagi melalui pembiayaan mana yang akan dialokasikan untuk swadana 

masyarakat, bantuan Pemerintah maupun bantuan dari sector swasta. 

Dari beberapa hal tersebut diatas serta membandingkan dengan teori 

yang ada dapat disimpulkan bahwa dalam proses merancang anggaran bel urn 

sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat disebabkan usulan kegiatan tersebut 

belum ada kepastian terakomodir. 
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1. Proses perencanaan partisipatif telah dilakukan di Kabupaten Bulungan 

dengan melalui proses politik, teknokratik, partisipatif, top down dan 

bottom up. 

2. Dalam pelaksanaannya proses perencanaan partisipatif di Kabupaten 

Bulungan lebih dominan pada proses top down dan bottom up walaupun 

proses teknokratik dan proses politik tetap masih mewamai dalam 

perencanaan tersebut. 

A. 2. Tahapan tahapan perencanaam pembangunan partisipatif di Kab. 

Bulungan. 

1. Penyelidikan 

Masyarakat telah secara aktif dalam mengetahui, menggali, dan 

mengumpulkan informasi serta mengenali seksama masalah yang ada di 

daerah nya. 

2. Perumusan Masalah 

1. Masyarakat telah secara aktif untuk dapat terlibat dalam setiap 

tahapan perencanaan pembangunan; 
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2. Dalam musrenbang akan terjadi perdebatan dalam penentuan skala 

prioritas yang akan di dahulukan sehingga diperlukan kejelian dalam 

menentukan prioritas tersebut; 

3. Peran SKPD dalam musrenbang, untuk mensinergikan antara kegiatan 

top down dan bottom up yang dilaksanakan oleh instansi tersebut. 

4. Masyarakat terkadang cenderung belum berkontribusi secara aktif 

dalam penyiapan untuk usulan kegiatan tersebut. 

3. Identifikasi Daya Dnkung 

Pola pikir masyarakat sudah tidak ketergantungan lagi dengan 

anggaran pemerintah, karena secara sadar masyarakat menyadari 

bahwa keterbatasan angaran pemerintah sehingga perlu dukungan dari 

pihak ketiga maupun dan swadaya masyarakat itu sendiri. 

4. Perumusan Tujuan. 

Tujuan belum secara maksimal digunakan dalam proses perencanaan 

partisipatif, dan tingkat pemahaman dan perencanaan yang termuat dalam 

visi, misi dan arah pembangunan masih relative terbatas 

5. Menetapkan Langkah-Langkah Rinci 

Tidak ada tahapan penetapan langkah-langkah rinci dalam perencanaan 

partisipatif dikarenakan hasil dari Musrenbang hanya usulan kegiatan dan 

kemampuan masyarakat masih relatif 

6. Merancang Anggaran. 

Proses merancang anggaran belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat 

disebabkan usulan kegiatan tersebut belum ada kepastian terakomodir. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil beberapa kesimpulan di atas, peneliti memberikan 

beberapa saran sebagaimana berikut: 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dipandang perlu menerapkan 

kebijakan yang sifatnya mengikat para pemangku kepentingan untuk dapat 

mengakomodir usulan prioritas pembangunan dari masyarakat. Kebijakan 

perlu diterapkan sehingga SKPD tidak secara dominan mementingkan 

kepentingan operasional melainkan lebih memprioritaskan usulan 

masyarakat. 

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan diharapkan melakukan sosialisasi 

terhadap kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bulungan. 

Sosialisasi ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan dapat 

mendukung kegiatan tersebut pada tataran pelaksanaan. 

3. Pemahaman tentang perencanaan pembangunan baikjangka panjang,jangka 

menengah maupun pendek harus lebih baik. Pemahaman yang baik akan 

menghasilkan capaian-capaian target yang telah ditentukan. 

4. Dalam hal penggalian masahth perlu adanya tim khusus dari akademisi 

untuk dapat melakukan kajian penyelidikan/penggalian masalah. Saat ini 

penggalian masalah hanya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Hal ini 

pada prinsipnya baik karena masyarakat sebagai subjek dalam 

pembangunan, namun tidak dapat juga dipungkiri bahwa akan adanya bias 

dalam penggalian tersebut jika tidak ada pendampingan dari para akademisi 

atau stake holder yang terkait. 
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5. Dalam proses perencanaan pembangunan dibutuhkan kepastian anggaran 

sehingga masyarakat dapat secara konkrit melihat usulan yang terakomodir. 

Ini diharapkan memunculkan harapan baru dalam setiap musrenbang baik di 

tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten. 
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LampiranTesis: 

PEDOMAN 

WAWANCARADENGANMASYARAKAT 

Musrenbang Desa I Kelurahan 

1) Apakah anda sebelumnya hadir pada saat Musrenbang Desa!Kelurahan!berapa kali? 

2) Kelompok masyarakat mana yang anda wakili? 

3) Apakah sebelum mengikuti musrenbang desa/kelurahan telah ada musyawarah di 

RT/RW anda? 

4) Apakah semua peserta yang mengikuti musyawarah desa/kelurahan memiliki hak yang 

sama dalam menyampaikan pendapat dan usulannya? 

5) Apakah usulan tersebut merupakan usulan dari aparat RT/RW atau usulan mumt 

masyarakat pada musrenbang desa/kelurahan? 

6) Apakah usulan ditentukan berdasarkan skala prioritas? 

7) Jika ya, Apakah ada kriteria dalam perumusan skala prioritas tersebut, dan siapa yang 

merumuskan serta bagaimana proses perumusannnya dan penentuan skala prioritas 

tersebut? 

8) Apakah masyarakat yang hadir mendukung keputusan atas hasil musrenbang 

desa/kelurahan? 

9) Siapakah yang mewakili untuk menghadiri musrenbang kecamatan? Apakah ada 

penunjukkan dan bagaimana prosesnya? 

1 0) Apakah musrenbang desa/kelurahan sebagai perencanaan partisipatif dapat terlaksana· 

secara efektif. Jika ya maupun tidak, berikan alasannya? 

Musrenbang Kecamatan 

1) Apakah anda hadir dalam musrebang kecamatan? 

2) Apakah anda sebelumnya pernah mengikuti musrenbang kecamatanlberapa kali? 

3) Apakah peserta di berikan kesempatan untuk menyampaikan usulan desa/kelurahan yang 

diwakilinya? 

4) Apakah ada muncul usulan kegiatan baru dalam musrenbang kecamatan diluar dari hasil 

musrenbang desa/kelurahan?dan siapa pengusulnya? 
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5) Apakah hasil musrebang desa/kelurahan dibahas dalam musrenbang kecamatan? 

6) Apakah semua hasil usulan dari musrenbang desa/kelurahan menjadi hasil usulan 

kecamatan? 

7) Apakah ada usulan yang di coret dalam musrenbang kecamatan? Jika ada siapa yang 

mencoretnya (camat,masyarakat atau SKPD)! 

8) Apakah ada kriteria yang ditentukan dalam mencoret usulan dari masyarakat tersebut? 

Jika ada siapa yang menentukannya dan bagaimana prosesnya? 

9) Setelah semua usulan telah disepakati, apakah usulan ditentukan berdasarkan skala 

prioritas? 

11) Apakah masyarakat yang hadir mendukung keputusan atas hasil musrenbang kecamatan? 

12) Siapakah yang mewakili untuk menghadiri musrenbang kabupaten? Apakah ada 

penunjukkan dan bagaimana prosesnya? 

13) Apakah musrenbang kecamatan sebagai perencanaan partisipatif dapat terlaksana secara 

efektif dan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat. Jika ya maupun tidak, berikan 

alasannya? 

Musrenbang Kabupaten 

1) Apakah anda hadir dalam musrebang kabupaten? 

2) Apakah anda sebelumnya pemah mengikuti musrenbang kabupatenlberapa kali? 

3) Apakah peserta di berikan kesempatan untuk menyampaikan usulan kecamatan yang 

diwakilinya? 

4) Apakah dilakukan tanya jawab dan tanggapan instansi terkait dengan usulan yang di 

sampaikan peserta? 

5) Apakah ada muncul usulan kegiatan baru dalam musrenbang kabupaten diluar dari hasil 

musrenbang kecamatan?dan siapa pengusulnya? 

6) Apakah ada usulan yang di coret dalam musrenbang kabupaten? Jika ada siapa yang 

mencoretnya (delegasi musrenbang kecamatan atau SKPD)! 

7) Apakah ada kriteria yang ditentukan dalam mencoret usulan dari masyarakat tersebut? 

Jika ada siapa yang menentukannya dan bagaimana prosesnya? 

8) Setelah semua usulan telah disepakati, apakah usulan ditentukan berdasarkan skala 

prioritas SKPD? 

9) Apakah masyarakat yang hadir mendukung keputusan atas hasil musrenbang kabupaten? 
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1 0) Apakah musrenbang kabupaten sebagai perencanaan partisipatif dapat terlaksana secara 

efektif dan dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat. Jika ya maupun tidak, berikan 

alasannya? 
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PEDOMAN 

WAWANCARADENGAN APARAT BIROKRASI 

1) Bagaimana pendapat anda ten tang proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan 

di Kabupaten Bulungan? 

2) Apakah pelaksanaan musrenbang sesuai dengan jadwal dalam ketentuan? 

3) Bagaimana pendapat anda tentang program dan kegiatan usulan pembangunan yang 

disampaikan dalam Musrenbang Kabupaten Bulungan, apakah telah sesuai dengan 

aspirasi masyarakat dan kebutuhan riil masyarakat? 

4) Apakah ada perangkingan atau skala prioritas terhadap usulan pembangunan yang akan 

dilaksanakan? 

5) Bagaimana pendapat anda tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti 

Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten Bulungan? 

6) Bagaimana pendapat anda tentang pelaksanaan musrenbang Kabupaten? 

7) Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam proses 

perencanaan partisipatif? 

8) Apakah masyarakat secara aktif terlibat dalam proses perencanaan pembangunan dari 

tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten? 

9) Apakah pihak SKPD melaksanakan pemantauan ke lokasi terhadap usulan-usulan 

kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat? 

1 0) Apakah and a optimis atau pesimis terhadap usulan yang telah disampaikan dalam 

Musrenbang Kabupaten dapat terakomodir dalam dokumen perencanaan? 

11) Apakah informasi ten tag hasil musrenbang disampaikan kepada masyarakat baik sifatnya 

sosialisasi maupun rapat terbatas? 

12) Bagaimana tanggapan anda tentang usulan program dan kegiatan yang tidak dapat 

diakomodir? 

13) Apakah anda mengetahui seberapa banyak usulan kegiatan yang terakomodir dalam 

dokumen perencanaan (RKPD)? 

14) Bagaimana tanggapan anda terhadap perhatian SKPD/Dinas terkait dengan usulan 

kegiatan yang disampaikan? 

15) Apakah ada pembagian secara antara usulan dari masyarakat yang sifatnya bottom-up 

dengan usulan dari SKPD yang sifatnya top-down? 
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16) Apa saran anda terhadap pelaksanan Musrenbang Kabupaten agar lebih efektif dan dapat 

mengakomodasi aspirasi masyarakat? 

' I 17) Apakah ada pembagian secara jelas terkait dengan pendanaan usulan kegiatan yang akan 

I dilaksanakan? 

18) Apakah waktu pelaksanaan musrenbang desa/kelurahan, kecamatan maupun kabupaten 

telah cukup? 

19) Apakah Musrenbang sebagai perencanaan partisipatif dapat mengakomodasi aspirasi 

masyarakat? 
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